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Media massa sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran dalam menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Radar Lampung Media Grup 

sebagai media lokal di lampung, menjalankan fungsi tersebut melalui pemberitaan 

terkait kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan mekanisme editorial berlapis 

dan menjaga akurasi informasi sebagai bagian dari penyajian informasi yang 

bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi 

fungsi pengawasan Radar Lampung Media Grup terhadap akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Provinsi Lampung menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada teori 

independensi media oleh Denis McQuail (1992) yang meliputi keberadaan opini, 

ketiadaan personalisasi, ketiadaan sensasionalisme, ketiadaan stereotip, ketiadaan 

juxtaposition (penyandingan) dan linkage (pengaitan), serta akurasi dalam 

pemberitaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi fungsi 

pengawasan Radar Lampung belum diimplementasikan secara optimal pada 

indikator ketiadaan personalisasi dan ketiadaan sensasionalisme, yang ditandai oleh 

kecenderungan pemberitaan bersifat informatif dan belum mendalami serta 

menindaklanjuti isu secara kritis, sehingga fungsi pengawasan masih bersifat 

informatif dan belum sepenuhnya evaluatif dalam mendorong akuntabilitas 

pemerintah provinsi. 

Kata Kunci: Independensi Media, Fungsi Pengawasan, Akuntabilitas Pemerintah 

Daerah, Radar Lampung Media Grup 
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ABSTRACT 

 

 

 

THE INDEPENDENCE OF MASS MEDIA OVERSIGHT FUNCTION 

ON THE ACCOUNTABILITY OF THE LAMPUNG PROVINCIAL 

GOVERNMENT’S PERFORMANCE 

(A Study at Radar Lampung Media Group) 

 

 

By 

 

 

Seftia Zeudiswara Simangunsong 

 

 

The Mass media, as the fourth pillar of democracy, plays a crucial role in 

overseeing government administration as stipulated in Law Number 40 of 1999 

concerning the Press. Radar Lampung Media Group, as a local media outlet in 

Lampung, carries out this function through reporting on the performance of the 

Lampung Provincial Government by implementing a multi-layered editorial 

mechanism and maintaining the accuracy of information as part of responsible 

journalism. This study aims to analyze the independence of the supervisory function 

of Radar Lampung Media Group in relation to the accountability of the Lampung 

Provincial Government’s performance. It employs a descriptive qualitative 

approach using interviews, observations, and documentation as data collection 

techniques. The data analysis refers to Denis McQuail’s (1992) theory of media 

independence, which includes the presence of opinion, the absence of 

personalization, the absence of sensationalism, the absence of stereotyping, the 

absence of juxtaposition and linkage, as well as accuracy in reporting. The findings 

indicate that the independence of Radar Lampung’s supervisory function has not 

been optimally implemented, particularly in the aspects of the absence of 

personalization and sensationalism. This is reflected in the tendency of the news 

coverage to remain primarily informative, lacking deeper exploration and critical 

follow-up of issues. As a result, the supervisory function tends to be informative 

rather than fully evaluative in promoting the accountability of the provincial 

government. 

Keywords: Media Independence, Oversight Function, Regional Government 

Accountability, Radar Lampung Media Group 
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MOTTO 

 

 

“Tidak tahukah kamu, bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut 

berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu 

larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya!” 

(1 Korintus 9:24) 

 

 

“I know that I know nothing. True wisdom comes to each of us when we realize 

how little we understand about life, ourselves, and the world around us.” 

(Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kebijaksanaan sejati datang kepada 

kita ketika kita menyadari betapa sedikitnya yang kita pahami tentang kehidupan, 

diri kita sendiri, dan dunia di sekitar kita.) 

(Socrates) 

 

 

“Teruslah berjalan seolah langkahmu tidak pernah dipatahkan, tetaplah bersyukur 

seolah harapanmu tidak pernah dikecewakan.” 

(Seftia Zeudiswara Simangunsong) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menerapkan prinsip pemisahan 

kekuasaan menjadi tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, 

sebagaimana dikemukakan oleh Montesquieu. Dalam sistem pemerintahan 

demokratis, setiap cabang kekuasaan memiliki fungsi dan tanggung jawab 

yang saling mengimbangi, sehingga diperlukan mekanisme kontrol dari luar 

struktur pemerintahan. Dalam konteks ini, pers berperan sebagai pengawas 

publik (watchdog) yang memiliki kebebasan untuk memberikan kritik terhadap 

kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak sejalan dengan kepentingan 

masyarakat (Efendi dkk., 2023). 

 

Fungsi dan peran pers sebagai pengawas tersebut diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menempatkan media massa sebagai 

pilar keempat (the fourth estate) dalam sistem demokrasi. Melalui peran 

tersebut, media berfungsi memastikan jalannya pemerintahan yang transparan, 

akuntabel, serta terbuka terhadap evaluasi publik. Selain itu, media massa juga 

berperan dalam membentuk opini publik sekaligus menjadi wadah bagi 

masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik terhadap lembaga negara 

(Cangara, 2016). Dengan kedudukan strategis tersebut, media massa memiliki 

tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan kekuasaan antara 

pemerintah dan masyarakat. Keberadaannya menjadi elemen penting dalam 

menciptakan pemerintahan yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan 

rakyat  (Mailin et al., 2022). 

 

Pelaksanaan fungsi pengawasan media dalam mengawasi akuntabilitas kinerja 

pemerintah daerah dilakukan melalui kegiatan investigasi, penyampaian kritik, 

serta publikasi hasil pemantauan kepada masyarakat. Fungsi ini menegaskan 
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peran media sebagai pilar keempat tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga 

transformatif atau mampu mengubah perilaku pemerintah melalui tekanan 

moral dan opini publik yang terbangun dari pemberitaan yang kredibel. Peran 

strategis inilah yang menjadi dasar penting dalam memahami mengapa media 

memiliki fungsi pengawasan yang tak kalah signifikan dibandingkan lembaga 

formal negara. Mekanisme kontrol yang dilakukan media menjadi dorongan 

bagi aparatur pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja serta memastikan 

bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada 

kepentingan publik (Christianto, 2023). 

 

Meskipun media memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik dan 

menyampaikan informasi yang relevan, dalam penelitian Muklis dkk. (2024) 

menjelaskan bahwa efektivitas media massa dalam menjalankan fungsi 

pengawasan dan memengaruhi kebijakan publik sering kali terkendala oleh 

intervensi kepentingan politik dan ekonomi. Berbagai faktor seperti bias 

informasi, orientasi komersial, dan penyebaran berita palsu (hoaks) turut 

menurunkan kredibilitas dan mengganggu independensi redaksional media di 

mata publik. Situasi ini menyebabkan masyarakat semakin sulit membedakan 

antara berita faktual dan opini yang dipengaruhi kepentingan tertentu. 

Akibatnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media menurun karena 

media dianggap tidak lagi sepenuhnya independen dan kredibel dalam 

menjalankan perannya sebagai pengawas publik (Muklis, 2024). 

 

Laporan Digital News Report 2025 dari Reuters Institute juga turut mendukung 

hal tersebut, dengan mencatat penurunan kepercayaan masyarakat Indonesia 

terhadap berita, dari 39 persen pada 2021 menjadi 36 persen pada 2025 

(Rachma, 2025). Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi media untuk terus 

menjaga kepercayaan publik melalui praktik jurnalistik yang profesional, 

transparan, dan berbasis data. Menurunnya kepercayaan publik menuntut 

media memperkuat kualitas pemberitaan yang akurat, edukatif, serta relevan, 

agar mampu menjadi mitra masyarakat dalam membangun pemerintahan yang 

akuntabel dan demokratis (Azkia dkk., 2023). 
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Sehingga di era digital dengan arus informasi yang cepat, media massa sebagai 

pilar keempat demokrasi, dituntut untuk menjaga integritas dan 

kepercayaannya di mata publik dalam menjalankan peran dan fungsinya. 

Fungsi pengawasan tidak akan berjalan efektif apabila media tidak menjunjung 

tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dan etika jurnalistik. Oleh sebab itu, 

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah diatur Kode 

Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman moral dan profesional bagi wartawan 

dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 1 dijelaskan bahwa wartawan 

Indonesia harus bersikap independen serta menghasilkan berita yang akurat, 

berimbang, dan tidak beritikad buruk. Prinsip ini menegaskan bahwa 

independensi merupakan fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik 

terhadap media dalam menjalankan fungsinya. Tanpa independensi, media 

mudah terjebak dalam kepentingan politik maupun ekonomi yang dapat 

mengaburkan objektivitas serta mengurangi kualitas informasi yang disajikan 

(Maflucha, 2024). 

 

Media yang independen dan profesionalisme dalam menjalankan fungsi 

pengawasan tersebut, menjadi landasan penting untuk mengkontrol dan 

memastikan terwujudnya akuntabilitas pemerintah daerah dalam membangun 

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, 

akuntabilitas tidak hanya mencakup pelaporan keuangan, tetapi juga 

menyangkut kemampuan pemerintah daerah untuk menjelaskan, 

mempertanggungjawabkan, dan memperbaiki kebijakan serta pelayanan 

publik berdasarkan evaluasi masyarakat (Putra dkk., 2025).  

 

Akuntabilitas pemerintah tercermin dari integritas penyelenggara 

pemerintahan, namun lemahnya integritas ini masih menjadi persoalan di 

Provinsi Lampung. Pada catatan Direktori Putusan Tindak Pidana Korupsi 

(Tipikor) Mahkamah Agung RI yang dirangkum pada Maret 2025, sepanjang 

tahun 2020–2024 Provinsi Lampung mencatat 151 perkara korupsi dengan 

total kerugian negara Rp207,59 miliar, sehingga menempati urutan ke-10 
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provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di Indonesia. Evaluasi BPKP (Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Lampung menunjukkan lemahnya 

pengendalian korupsi karena belum ada SOP (Standar Operasional Prosedur) 

pencegahan dan deteksi, sistem pelaporan tidak efektif, terbatasnya kapasitas 

APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Dari total kasus, 69 terjadi di 

desa dengan kerugian Rp28,2 miliar akibat dominasi kepala desa dan lemahnya 

pengawasan, sementara di BUMD kerugian mencapai Rp5,19 miliar karena 

ketiadaan pengawasan, rendahnya kualitas SDM, serta kurangnya komitmen 

pimpinan menjaga integritas (Gsnlampungid, 2025).  

 

Kondisi tersebut menegaskan perlunya penguatan akuntabilitas kinerja melalui 

sinergi antara lembaga pengawas formal di Lampung dan aktor non-pemerintah 

seperti masyarakat sipil dan media massa. Kolaborasi ini diharapkan mampu 

membangun sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, sekaligus 

memperkuat mekanisme check and balance dalam penyelenggaraan 

pemerintahan daerah Lampung. Dalam konteks ini, media lokal Lampung 

memiliki peran strategis untuk mendorong keterbukaan informasi, mengawasi 

kebijakan publik, serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam proses 

evaluasi kinerja pemerintah daerah provinsi. 

 

Salah satu media lokal Lampung yang aktif menjalankan fungsi pegawasan 

adalah Radar Lampung Media Grup (RLMG), yang terdiri atas beberapa divisi 

media yaitu Radar Lampung Cetak, Radar Lampung TV, Radar Lampung co.id, 

serta Radar Lampung Riset dan Data. Media ini berupaya 

mengimplementasikan peran kontrol sosialnya melalui pemberitaan aktif 

mengenai kegiatan pemerintahan daerah, penyelenggaraan siaran diskusi 

bersama pemangku kebijakan, penyajian reportase yang berupaya 

menghadirkan informasi secara komprehensif bagi masyarakat, serta 

pelaksanaan survei opini publik, salah satunya survei mengenai kinerja 

pemerintah provinsi. Langkah ini bertujuan memperkuat fungsi media sebagai 

fasilitator evaluasi publik berbasis data, sehingga proses pengawasan terhadap 

kinerja pemerintah dapat lebih objektif dan terukur (Arief, 2025). 
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Berangkat dari pentingnya independensi media dan profesionalisme dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, hal ini menjadi landasan krusial bagi 

tercapainya akuntabilitas yang efektif dalam kinerja pemerintah provinsi. Oleh 

karena itu, penting untuk menelaah independensi fungsi pengawasan yang 

dijalankan oleh Radar Lampung Media Grup sebagai faktor kunci dalam 

mengkontrol dan menentukan efektivitas pengawasan terhadap pemerintah 

provinsi Lampung. Independensi media di sini tidak hanya mencakup 

kebebasan editorial dan objektivitas pemberitaan, tetapi juga kemampuan 

Radar Lampung untuk tetap profesional menghadapi tekanan politik, 

kepentingan ekonomi, dan dinamika hubungan dengan pemerintah provinsi. 

Tanpa independensi yang kuat, media berisiko kehilangan kredibilitas, 

sehingga perannya sebagai kontrol sosial (watchdog) terhadap akuntabilitas 

pemerintah tidak berjalan optimal dan kurang dipercaya publik. Hal ini 

mendorong kebutuhan untuk menilai sejauh mana Radar Lampung 

menjalankan fungsi pengawasan secara independen dalam konteks kinerja 

pemerintahan provinsi Lampung. 

 

Sejumlah penelitian sebelumnya juga telah memberikan gambaran mengenai 

pentingnya independensi media massa dalam menjalankan fungsi pengawasan 

serta perannya terhadap kinerja pemerintahan, meskipun masing-masing 

memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. 

A.  Penelitian yang berjudul “Peran Strategis Media Massa dalam 

Mengungkap Kasus Pungli: Transparansi, Akuntabilitas, dan Pendidikan 

Antikorupsi dalam Tata Kelola Pemerintahan” oleh Kurniati, dkk. (2025) 

mengkaji peran media massa dalam mengungkap praktik pungutan liar 

serta kontribusinya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas 

pemerintahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif 

dengan metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan data sekunder 

seperti jurnal, artikel, dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa media massa memiliki peran signifikan dalam mengungkap kasus 

pungli, meningkatkan kesadaran publik, serta memberikan tekanan moral 

kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap praktik korupsi. 
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Sementara itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan fokus pada studi empiris terhadap Radar Lampung Media Grup 

sebagai media lokal, sehingga lebih menekankan pada bagaimana fungsi 

pengawasan tersebut dijalankan dalam praktik. Selain itu, penelitian ini 

juga mengintegrasikan konsep independensi media menurut Denis 

McQuail untuk menganalisis sejauh mana media mampu menjalankan 

fungsi pengawasan secara objektif tanpa intervensi kepentingan tertentu. 

 

B. Penelitian berjudul “Peran Media Massa dalam Kebijakan Publik” oleh 

Muklis dkk. (2024) menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

analisis konten berita, serta didukung teori agenda-setting dan framing. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa berperan dalam 

membentuk opini publik, memengaruhi kebijakan, serta menjalankan 

fungsi pengawasan, meskipun kerap menghadapi tekanan politik dan 

kepentingan ekonomi yang memengaruhi objektivitas. Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan media 

sebagai pengawas (watchdog) dan pembentuk opini publik. Perbedaannya, 

penelitian Muklis dkk. berfokus pada pengaruh media terhadap kebijakan 

publik secara umum, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada 

independensi media lokal (Radar Lampung) dalam menjalankan fungsi 

pengawasan. Dari segi teori, penelitian Muklis dkk. menggunakan teori 

agenda-setting dan framing untuk melihat pembentukan isu dan persepsi 

publik, sedangkan penelitian penulis menggunakan teori independensi 

media menurut Denis McQuail untuk menilai objektivitas media dalam 

menjalankan fungsi pengawasan tanpa intervensi. Teori ini penting karena 

efektivitas pengawasan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 

membentuk opini, tetapi juga oleh kebebasan media dari tekanan politik 

dan kepentingan ekonomi. 

 

C. Penelitian berjudul “Peran Media dan Partisipasi Publik dalam 

Meningkatkan Akuntabilitas Pejabat Publik terhadap Praktik Korupsi di 

Indonesia” oleh Raifangangga, dkk. (2025) menunjukkan bahwa media 
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memiliki peran penting dalam mendorong akuntabilitas pemerintah 

melalui penyampaian informasi yang transparan serta memberikan 

tekanan kepada lembaga terkait untuk meningkatkan kinerja. Penelitian 

terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka. 

Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan media 

sebagai sarana pengawasan dalam meningkatkan akuntabilitas 

pemerintah. Namun, penelitian Raifangangga dkk. tidak hanya menyoroti 

peran media, tetapi juga menekankan partisipasi publik sebagai faktor 

penting dalam proses pengawasan. Sementara itu, penelitian penulis lebih 

berfokus pada independensi media dalam menjalankan fungsi 

pengawasan, khususnya pada Radar Lampung Media Grup.  Perbedaan 

tersebut menunjukkan bahwa aspek independensi media belum dikaji 

secara mendalam, padahal independensi menjadi faktor penting dalam 

menentukan efektivitas fungsi pengawasan. Tanpa independensi, peran 

media dalam mendorong akuntabilitas cenderung tidak optimal dan kurang 

mampu memberikan tekanan yang kuat terhadap pemerintah, sehingga hal 

ini menjadi alasan penting untuk diteliti lebih lanjut. 

 

D. Penelitian berjudul “Analisis Reportase Media Massa di Era Digital: 

Tantangan, Peluang, dan Dampaknya pada Pandangan Khalayak” oleh 

Azkia dan Imansari (2023) menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa independensi media menjadi tantangan 

dalam reportase, meski demikian, kemajuan akses internet, pemanfaatan 

media sosial, serta inovasi dalam penyajian konten yang lebih menarik 

membuka peluang baru bagi media. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis terletak pada pembahasan pentingnya independensi 

media dalam menghasilkan informasi yang objektif. Perbedaannya, 

penelitian Azkia dan Imansari lebih menekankan pada tantangan dan 

peluang media di era digital, termasuk pengaruh media sosial, perubahan 

pola konsumsi informasi, serta pemanfaatan platform digital dalam 

membangun interaksi dan kepercayaan publik. Sementara itu, penelitian 

ini tidak berfokus pada aspek perkembangan teknologi tersebut, melainkan 
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analisis pada independensi media dalam menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap pemerintah daerah, khususnya pada Radar Lampung. Perbedaan 

ini menunjukkan bahwa kajian mengenai independensi media dalam 

konteks fungsi pengawasan di tingkat lokal masih perlu diteliti lebih lanjut 

karena pemanfaatan peluang reportase di era perkembangan media sosial 

juga tidak akan berjalan optimal tanpa adanya independensi oleh media. 

 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu, dapat dilihat bahwa berbagai kajian 

telah menekankan peran media massa dalam mendorong transparansi, 

akuntabilitas, serta partisipasi publik, baik dalam konteks pengawasan, 

pembentukan opini, maupun pengaruh terhadap kebijakan. Namun demikian, 

sebagian besar penelitian masih berfokus pada peran media secara umum, baik 

melalui pendekatan konseptual maupun studi literatur, serta belum secara 

mendalam mengkaji praktik independensi media, khususnya pada level media 

lokal dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. 

 

Padahal, independensi media merupakan faktor kunci yang menentukan 

efektivitas fungsi pengawasan, karena tanpa kebebasan dari intervensi politik 

dan kepentingan ekonomi, media cenderung tidak mampu menjalankan kontrol 

sosial secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih spesifik 

dan empiris dengan menggunakan teori independensi media Denis McQuail, 

yang tidak hanya melihat peran media secara normatif, tetapi juga mengukur 

bagaimana independensi tersebut dijalankan melalui indikator-indikator yang 

jelas. 

 

Sehingga penelitian ini akan berfokus pada Radar Lampung Media Grup 

(RLMG) karena berperan sebagai salah satu media lokal yang aktif 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah provinsi. Dengan 

analisis mendalam terhadap kegiatan jurnalistik yang dilaksanakan, penelitian 

ini bertujuan menilai sejauh mana Radar Lampung mampu mempertahankan 

independensi redaksional dalam menghadapi tekanan eksternal maupun 

internal. Dengan menelaah Radar Lampung, penelitian ini diharapkan 

menggambarkan peran strategis dan independensi media lokal sebagai pilar 
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keempat demokrasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan 

profesionalisme pemerintahan Provinsi Lampung. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Bagaimana independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Grup 

terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung dengan 

memperhatikan aspek independensi dalam praktik medianya? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis independensi fungsi pengawasan 

yang dijalankan Radar Lampung Media Grup terhadap akuntabilitas kinerja 

Pemerintah Provinsi Lampung. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian ilmu 

pemerintahan, khususnya terkait komunikasi politik dan media massa dalam 

melihat independensi media dalam pengawasan akuntabilitas pemerintah 

provinsi. Temuan penelitian ini juga diharapkan menambah literatur 

mengenai hubungan media, kekuasaan, dan mekanisme kontrol sosial, serta 

memberikan gambaran konseptual mengenai bagaimana independensi 

media memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan terhadap kebijakan 

pemerintah daerah. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

Secara praktis, hasil penelitian menjadi bahan evaluasi Radar Lampung 

Media Grup dalam memahami tantangan dan strategi untuk menjaga 

independensinya. Selain itu, dapat dijadikan referensi bagi media lokal lain 
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dalam mengoptimalkan peran pengawasan yang profesional, independen, 

dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, sehingga fungsi kontrol 

sosial media dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.  
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1  Media Sebagai Pilar Keempat Demokrasi 

 

Secara etimologis, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia, 

yang tersusun dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, serta kratos atau 

cratein yang bermakna kekuasaan atau pemerintahan. Dengan demikian, 

demokrasi dapat dipahami sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan 

rakyat sebagai pemegang kendali utama. Dalam arti harfiah, demokrasi berarti 

kekuasaan rakyat, yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana kedaulatan berada 

di tangan rakyat (Lutpiani, 2021). 

  

Demokrasi sering dipandang sebagai sistem yang ideal karena menjadi pijakan 

utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui demokrasi, hak 

asasi manusia mendapat jaminan secara utuh, seluruh warga negara 

diperlakukan setara di depan hukum, serta memiliki hak dan kewajiban yang 

sama. Sistem ini menjamin kebebasan berpolitik, berserikat, menyampaikan 

pendapat, mendirikan atau bergabung dengan partai politik, serta kebebasan 

beragama dan beribadah sesuai keyakinan tanpa paksaan dari pihak mana pun. 

 

Bagi negara yang memilih sistem demokrasi, terdapat prinsip-prinsip dasar 

yang harus dijalankan secara konsisten agar tercapai demokrasi yang ideal. 

Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman sekaligus acuan dalam penerapannya di 

lapangan. Menurut Melvin I. Urofsky, profesor dari Virginia Commonwealth 

University, terdapat sebelas prinsip pokok dalam sistem pemerintahan 

demokratis dan salah satu prinsipnya adalah kebebasan media massa. Menurut 

Dahlan (1999), tingkat demokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh 

struktur dan karakter sistem komunikasinya; semakin bebas komunikasi 

publik, semakin kuat pula demokrasinya. Oleh sebab itu, pers berperan penting 

dan harus terbebas dari intervensi pemerintah dan menjamin hak setiap warga 
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untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas (freedom of speech dan 

freedom of the press) (Cangara, 2016).  

 

Sebagaimana disampaikan Alkostar dalam Luwarso (2002), kebebasan berpikir 

dan berpendapat merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh dibatasi. 

Media massa harus menjadi ruang publik (public sphere) yang memberi 

kesempatan setara bagi semua warga untuk mengekspresikan pandangan dan 

gagasannya secara terbuka.(Cangara, 2016). Sehingga pentingnya kebebasan 

media dalam melaksanakan perannya ditegaskan oleh ungkapan pada sebuah 

edisi Public Opinion Quarterly yang menyatakan “Bila ingin mendengarkan 

suara rakyat, jangan pernah membatasi kebebasan pers.” Hal yang sama 

diungkapkan oleh Mark Twain, bahwa dunia diterangi oleh dua hal, yaitu 

matahari di langit dan surat kabar di bumi, yang menggambarkan besarnya 

fungsi pers dalam memberikan pencerahan bagi publik (Cangara, 2016). 

 

Gagasan yang menempatkan media sebagai pilar keempat demokrasi berawal 

dari pemikiran John Locke, yang berpendapat bahwa selain tiga cabang 

kekuasaan menurut Montesquieu, pemerintahan juga perlu membuka ruang 

bagi aspirasi rakyat melalui media. Pers memiliki fungsi untuk membentuk 

opini publik sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat dalam menyampaikan 

pendapat dan kritik terhadap lembaga negara. Namun, di samping menjalankan 

fungsi pengawasan terhadap pemerintah, media juga harus mampu menilai dan 

mengoreksi dirinya sendiri agar tetap profesional, independen, dan beretika 

(Cangara, 2016). 

 

Dengan demikian, kebebasan pers instrumen penting untuk memastikan 

transparansi, akuntabilitas, dan tegaknya kedaulatan rakyat (Nasution & 

Dianto, 2023). Karena melalui pers, masyarakat memiliki ruang untuk 

menyampaikan aspirasi serta melakukan kontrol terhadap jalannya 

pemerintahan. Dalam kerangka ini, kebebasan pers dapat dipahami melalui dua 

aspek (Nasution & Dianto, 2023): 
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1. Kebebasan Menyampaikan Pendapat 

Pers berfungsi sebagai sarana warga negara dalam menyampaikan pikiran 

dan pendapat serta menjadi instrumen pengawasan terhadap jalannya 

pemerintahan. Kebebasan ini merupakan hak asasi manusia yang 

mencakup kebebasan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi 

tanpa intervensi pihak lain. Agar perannya tetap konstruktif, pers dituntut 

profesional dengan berpegang pada kode etik jurnalistik serta 

menghadirkan pemberitaan berimbang. Pada hakikatnya, kebebasan 

menyampaikan pendapat adalah hak hukum yang memungkinkan setiap 

individu berbagi gagasan dan informasi secara terbuka. 

 

2. Kebebasan Pers dan Pers Bebas 

Kebebasan pers berarti media massa bekerja tanpa intervensi pihak 

tertentu, sementara pers bebas merujuk pada hak meliput dan 

menyebarkan informasi secara sah dengan tetap tunduk pada kode etik dan 

ketentuan hukum, termasuk UU No. 40 Tahun 1999. Pasca reformasi, 

kebebasan pers menjadi salah satu pilar demokrasi yang menjamin akses 

publik terhadap informasi beragam dan akurat. Namun, kebebasan ini tetap 

dibatasi oleh aturan etika dan hukum, seperti UU ITE untuk media digital, 

guna mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, kebebasan pers tidak 

hanya mendukung partisipasi publik dalam politik, tetapi juga memperkuat 

mekanisme pengawasan terhadap pemerintah. 

 

 

 

2.2 Independensi Fungsi Media Massa 

 

Secara etimologis, istilah media massa berasal dari dua kata, yaitu media dan 

massa. Kata media berasal dari bahasa Latin medium, yang berarti perantara 

atau alat untuk menyampaikan pesan dari sumber ke penerima, sering juga 

disebut saluran atau channel dalam komunikasi. Sementara itu, massa berasal 

dari bahasa Inggris mass, yang berarti kelompok orang atau khalayak luas. 

Dengan demikian, media massa dapat dipahami sebagai sarana untuk 

menyampaikan pesan kepada masyarakat secara luas dan serentak. Dalam 
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praktik modern, media massa mencakup teknologi seperti surat kabar, radio, 

televisi, dan media daring, berbeda dengan media tradisional seperti kentongan 

atau beduk. (Yuningsih dkk., 2023). 

 

Menurut Wilbur Schramm, media massa berperan sebagai pengelola arus 

informasi dalam masyarakat dan menekankan pentingnya umpan balik 

(feedback) dalam komunikasi dua arah. Dalam media modern, audiens tak lagi 

pasif, melainkan turut berkontribusi sebagai produsen konten yang membentuk 

arus informasi dan wacana publik (Fauziatun & Agustini, 2025). Sementara itu, 

Cangara menjelaskan bahwa media massa adalah perantara komunikasi yang 

menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak luas secara serentak, 

melalui saluran seperti surat kabar, radio, televisi, dan film. Adapun Severin 

dan Tankard membagi media massa menjadi tiga jenis utama: cetak, elektronik, 

dan daring, yang berkembang sesuai teknologi dan kebutuhan audiens 

(Agustin, 2025). 

 

Adapun karakteristik media massa menurut Cangara mencakup beberapa aspek 

penting (Yuningsih dkk., 2023). 

1. Media massa dikelola secara institusional, yang berarti operasionalnya 

melibatkan banyak pihak mulai dari proses pengumpulan hingga penyajian 

informasi.  

2. Komunikasi yang dilakukan bersifat satu arah, sehingga kurang 

memungkinkan terjadinya dialog langsung antara komunikator dan 

khalayak; jika pun ada respons, biasanya tertunda.  

3. Media memiliki jangkauan yang luas dan mampu menyampaikan informasi 

secara serentak, melintasi batas waktu dan ruang.  

4. Penyebaran pesan dilakukan melalui perangkat teknologi seperti surat 

kabar, radio, dan televisi.  

5. Media bersifat terbuka, di mana isi pesan dapat diakses oleh siapa pun tanpa 

memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang etnis.  
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Media massa tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, 

tetapi juga memikul tanggung jawab sosial terhadap kepentingan publik. 

Makna sederhananya menunjukkan bahwa media membawa sejumlah tugas 

penting dan pokok dalam masyarakat kontemporer dan menjadi kepentingan 

umum agar tugas-tugas tersebut dijalankan dengan baik. Namun, gagasan 

tersebut tidak mudah diterapkan dalam praktik karena kontrol publik terhadap 

media sering kali bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dalam 

sistem demokratis. Selain itu, media tidak sepenuhnya berorientasi pada 

kepentingan publik, melainkan juga mengejar tujuan internal, di mana 

kepentingan bisnis kerap menjadi faktor dominan yang memengaruhi arah dan 

kebijakan media. Akibatnya, saat media beroperasi secara komersial, 

kepentingan publik sering disamakan dengan selera masyarakat, sehingga 

tanggung jawab atas norma, etika, dan nilai sosial berpindah dari media kepada 

publik (McQuail, 2011). 

 

Sebagai pelaksana fungsi pengawasan media massa, pers harus menjalankan 

tugas dan perannya berdasarkan (Cangara, 2016): 

1. Kejujuran. 

2. Mengutamakan kepentingan publik. 

3. Menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 

4. Menjaga kepercayaan publik. 

5. Sensitif terhadap sumber dan objek berita. 

6. Tidak menimbulkan kekacauan. 

7. Menjalankan fungsi pengawasan (watchdog). 

8. Menjaga hak untuk memberitakan, menolak, dan melindungi sumber 

informasi. 

 

Kebebasan pers wajib dijalankan secara benar sesuai dengan kode etik dan 

prinsip profesionalisme dalam mengakses, mengolah, serta menyebarluaskan 

informasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab akan menghasilkan 

informasi yang akurat, bermutu, dan berguna bagi pengambilan keputusan 

publik. Dalam konteks pengawasan terhadap pemerintah, kebebasan pers yang 
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dijalankan secara profesional memungkinkan media untuk menilai, 

mengkritisi, dan melaporkan kinerja pemerintah secara objektif, sehingga 

mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan 

keputusan publik. Dengan demikian, media tidak hanya berperan sebagai 

penyampai informasi, tetapi juga sebagai pilar pengawasan yang memastikan 

pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambilnya 

(Cangara, 2016). 

 

 

 

2.3 Akuntabilitas Pemerintahan Daerah 

 

2.3.1 Konsep Akuntabilitas dalam Pemerintahan Daerah 

 

Akuntabilitas pada dasarnya adalah kewajiban pihak yang menerima 

amanah untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan tugasnya 

kepada pemberi amanah. Dalam konteks good governance, akuntabilitas 

menuntut pemerintah, termasuk di tingkat daerah, untuk menjelaskan dan 

mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta hasil kerjanya secara 

transparan. Prinsip ini juga mendorong terwujudnya pengawasan yang 

efektif melalui pembagian kewenangan di antara otoritas, manajemen, 

dan lembaga pengawas. (Afriza, 2021). Menurut Rosjidi, akuntabilitas 

adalah kewajiban pihak yang dipercaya mengelola sumber daya publik 

untuk mempertanggungjawabkan program secara fiskal, manajerial, dan 

teknis. Lembaga Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menekankan 

akuntabilitas sebagai kewajiban melaporkan dan menjelaskan kinerja 

kepada pihak berwenang (Afriza, 2021).  

 

Akuntabilitas pemerintah daerah sangat penting karena pemerintah 

daerah memegang tanggung jawab utama untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Dengan kewenangannya, 

pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur serta merencanakan 

arah dan tujuan pembangunan sesuai kebutuhan dan potensi lokal. 

Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
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melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), yang 

menjadi sarana pengawasan umum terhadap program dan kegiatan 

pemerintah daerah. LPPD merupakan laporan kemajuan (progress report) 

yang disampaikan kepada pemerintah pusat, sesuai Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019, sehingga setiap langkah pembangunan dapat 

dipantau secara transparan dan akuntabel (Arischa & Frinaldi, 2023)mau. 

 

Akuntabilitas menjadi fondasi penting bagi terciptanya pemerintahan 

bersih dan berkelanjutan, bebas dari praktik KKN, serta menjunjung 

transparansi, akuntabilitas, supremasi hukum, dan partisipasi publik. 

Lembaga internasional seperti World Bank, UNDP, ADB, OECD, dan 

KNKG juga menempatkan akuntabilitas sebagai prinsip utama dalam 

kerangka good governance (Mauni, 2025). 

 

Adapun Dimensi-Dimensi Akuntabilitas adalah sebagai berikut (Agustin 

& Dwiningwarni, 2023):  

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Kepatuhan Hukum: Setiap pejabat 

pemerintah wajib menjalankan tugas dengan jujur dan mematuhi 

peraturan hukum serta norma etika publik. Dimensi ini bertujuan 

mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan tindakan 

administrasi berada dalam koridor hukum. 

2. Akuntabilitas Prosedural: Fokus pada kualitas proses pelaksanaan 

tugas, termasuk penerapan sistem informasi, manajemen, dan 

prosedur kerja yang mendukung administrasi pemerintah yang 

tertib, efisien, dan transparan. 

3. Akuntabilitas Programatik: Menilai efektivitas program pemerintah 

dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, termasuk efisiensi 

penggunaan anggaran dan pertimbangan alternatif program yang 

lebih optimal. 

4. Akuntabilitas Kebijakan: Menuntut pemerintah pusat dan daerah 

mempertanggungjawabkan setiap kebijakan kepada masyarakat dan 
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legislatif, memastikan kebijakan sesuai aspirasi publik, prinsip 

keterwakilan, dan sistem demokrasi. 

 

2.3.2 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik 

 

Prinsip akuntabilitas menjadi salah satu fondasi penting untuk 

mewujudkan pelayanan publik berkualitas yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah pusat maupun daerah, dalam mewujudkan pemerintahan 

yang baik (good governance). Akuntabilitas menjadi standar profesional 

yang harus dijalankan aparat pemerintah dalam memberikan layanan 

kepada masyarakat. Prinsip ini berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja, 

membantu aparatur mengenali keunggulan dan kelemahan dalam 

pelaksanaan tugas, serta menuntut agar seluruh kegiatan dilaporkan dan 

dipertanggungjawabkan secara adil kepada pihak yang berhak 

(Kushartiningsih & Riharjo, 2021).  

 

Akuntabilitas menuntut adanya keterbukaan dalam pengelolaan 

anggaran, kejelasan pelaporan, serta mekanisme pengawasan yang 

efektif agar setiap program pelayanan benar-benar berjalan sesuai tujuan 

dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah yang transparan dan 

bertanggung jawab dalam memberikan layanan publik akan mampu 

mengelola sumber daya secara efisien, meningkatkan kepercayaan 

masyarakat, serta mendorong partisipasi warga dalam pembangunan. 

Sebaliknya, lemahnya akuntabilitas dapat menimbulkan penyalahgunaan 

wewenang dan menurunkan mutu layanan yang seharusnya menjadi hak 

masyarakat. Oleh karena itu, penerapan akuntabilitas kinerja dalam 

pelayanan publik tidak hanya menjadi kewajiban administratif. Dengan 

layanan publik yang semakin berkualitas, pemerintah tidak hanya 

menunjukkan kinerjanya secara transparan, tetapi juga meningkatkan 

kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap akuntabilitas kinerjanya. 

(Lathifah dkk., 2024). 
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Adapun faktor yang memengaruhi pelaksanaan akuntabilitas 

pemerintahan daerah yang meliputi berbagai lembaga yang saling 

berkaitan yaitu (Agustin & Dwiningwarni, 2023):  

1. Pengawasan Legislatif: Lembaga legislatif memiliki peran penting 

dalam memastikan setiap keputusan pemerintah selaras dengan 

tujuan yang ingin dicapai serta meningkatkan kinerja pejabat publik. 

2. Akuntabilitas Hukum: Pemerintah dan pejabat negara wajib 

mematuhi peraturan perundang-undangan; pelanggaran hukum 

harus ditindak dan pertanggungjawabannya dapat diproses secara 

hukum. 

3. Peran Ombudsman: Lembaga Ombudsman melindungi hak 

masyarakat, terutama ketika pelayanan publik tidak sesuai atau 

merugikan masyarakat. 

4. Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat: Pemerintahan yang 

tersebar di seluruh wilayah Indonesia menuntut pejabat daerah 

memberikan pelayanan adil, bertanggung jawab, dan melibatkan 

masyarakat secara langsung. 

5. Pengawasan Administratif Internal: Pimpinan unit kerja harus 

memperkuat pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan 

wewenang dan memastikan pegawai bekerja sesuai aturan dan etika. 

6. Peran Media Massa dan Opini Publik: Media dan opini publik 

berfungsi sebagai kontrol eksternal yang efektif, mencegah atau 

menekan potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas 

pemerintah. 

 

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas pemerintah 

daerah dapat tercapai dengan kerjasama dan interaksi antara pengawasan 

internal dan eksternal yang saling mendukung. Lembaga legislatif, 

Ombudsman, serta mekanisme administratif internal bekerja sama 

dengan media massa untuk membangun sistem pengawasan yang 

menyeluruh. Dalam konteks ini, media massa berperan sebagai 

pengawas independen yang menyampaikan informasi akurat kepada 
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publik, menyoroti kebijakan pemerintah, dan mendorong pejabat publik 

bertindak sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.  

 

 

 

2.4 Pengawasan Media Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 

 

Berangkat dari sistem demokrasi, partisipasi warga negara dalam 

menyampaikan pendapat kepada pemerintah tidak hanya mencerminkan 

kebebasan politik, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mendorong 

peningkatan kualitas pelayanan publik dalam tata kelola pemerintahan daerah 

(Supriyanto dkk., 2024). Dalam demokrasi, media massa memegang peran 

sentral sebagai penghubung antara pemerintah, aktor politik, dan masyarakat, 

yang telah diatur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Adapun 

perannya adalah sebagai sarana penyampaian informasi, memfasilitasi dialog 

politik, membentuk opini publik, mendorong partisipasi warga dalam proses 

demokrasi. Perannya sangat strategis dalam menciptakan ruang diskusi 

(demokrasi) yang terbuka, seimbang, dan informatif, yang berfungsi sebagai 

jembatan komunikasi antara pengambil kebijakan dan masyarakat luas (Kirana 

dkk., 2024). 

 

Fungsi pengawasan media massa atau surveillance disampaikan oleh Dominick 

dalam bukunya yang berjudul “The Dynamics of Mass Communications: 

Media in the Digital Age” tahun 2016 adalah salah satu fungsi utama media 

massa dalam komunikasi massa. Fungsi ini menunjukkan bagaimana media 

bertindak sebagai pengawas atau kontrol sosial yang memantau dan 

melaporkan kejadian penting, peristiwa atau ancaman yang perlu diketahui 

oleh publik maupun pihak terkait. 

 

Pengawasan media massa terbagi menjadi dua bentuk utama (Dominick, 

2006): 

1. Pengawasan Peringatan (Warning Surveillance): Media memberikan 

peringatan kepada masyarakat tentang potensi ancaman atau bahaya, seperti 
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bencana alam, inflasi, krisis sosial, atau ancaman militer. Media berperan 

memberi informasi yang dapat mengantisipasi bahaya tersebut agar 

masyarakat dapat waspada. 

2. Pengawasan Instrumental (Instrumental Surveillance): Media 

menyampaikan informasi yang berguna dan memiliki kegunaan praktis bagi 

masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya informasi tentang 

kebijakan pemerintah, program sosial, peluang kerja, kesehatan, dan lain 

sebagainya. Informasi ini membantu masyarakat membuat keputusan dan 

bertindak dengan lebih baik. 

 

Melalui pemberitaan yang berimbang, analisis yang mendalam, dan penyajian 

berbagai perspektif, media membantu menciptakan pemahaman bersama dan 

meningkatkan kualitas interaksi politik. Peran ini turut memperkecil 

kesenjangan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dialog 

tidak hanya bersifat satu arah (Kirana dkk., 2024).  

 

Lebih jauh, media juga berperan dalam membentuk sikap dan pandangan 

politik masyarakat. Informasi yang disampaikan media dapat memengaruhi 

kesadaran politik sehingga mendorong keterlibatan aktif publik dalam isu-isu 

pemerintahan (Ahmad Salman Farid, 2023). Sehingga media perlu bebas untuk 

memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi yang beragam dan 

akurat, sehingga mereka mampu mengambil keputusan politik secara rasional. 

Kolaborasi antara media, aktor politik, dan organisasi sipil juga dapat 

memperkuat peran media dalam menciptakan ekosistem dialog politik yang 

inklusif dan informatif ( Farid, 2023). 

 

Merujuk pada fungsi pengawasan, dalam gagasan Edmund Burke pada akhir 

abad ke-18, melihat media memiliki pengaruh politik yang sejajar dengan 

lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Dalam konteks negara demokrasi, 

sistem trias politica memang mendukung prinsip pembagian kekuasaan untuk 

mencegah dominasi elit politik. Namun dalam praktiknya, ketiga pilar tersebut 

sering kali tidak sepenuhnya mampu mewakili aspirasi publik secara langsung. 
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Di sinilah media massa berperan sebagai aktor independen yang bertindak 

sebagai watchdog, mengawasi jalannya pemerintahan dan menyalurkan 

aspirasi masyarakat. Melalui pemberitaan yang akurat dan objektif, media 

menyoroti kinerja pemerintah daerah, mendorong pejabat publik bertanggung 

jawab, serta memperkuat akuntabilitas kinerja Pemerintah daerah (Wasistha, 

2025). 

 

Adapun alasan Perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemerintahan yaitu 

(Wasistha, 2025):  

1. Menjamin akuntabilitas dan transparansi pemerintah. Pengawasan 

membantu mencegah atau mengungkap penyimpangan, kesalahan 

prosedural, dan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, memastikan 

penggunaan anggaran tepat sasaran sehingga kredibilitas pemerintah 

meningkat di mata publik.  

2. Mengawal dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Pengawasan berfungsi 

sebagai evaluasi kinerja pemerintah dalam menyusun dan menjalankan 

kebijakan publik. Masyarakat dan lembaga pengawas dapat memberikan 

masukan atau koreksi terhadap kebijakan yang dinilai kurang efektif atau 

tidak berpihak pada rakyat. 

3. Mendorong partisipasi dan kontrol sosial dari rakyat. Pengawasan 

memberikan informasi relevan dan edukatif tentang urusan pemerintahan, 

sehingga mendorong keterlibatan publik melalui pemilu, dialog kebijakan, 

petisi, atau mekanisme pelaporan lainnya. Partisipasi ini memperkuat 

demokrasi dan pengawasan warga terhadap pemerintah.  

Pengawasan tersebut dilakukan bukan hanya sebagai koreksi atas kesalahan, 

tetapi juga sebagai alat pencegahan yang menjaga proses administrasi publik 

tetap berada dalam jalur yang benar.  

 

Pengawasan pelayanan publik oleh pemerintah di Indonesia, diatur dalam UU 

Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, menekankan pentingnya 

pengawasan kinerja penyelenggara negara untuk mewujudkan pemerintahan 

yang efisien, bersih, dan responsif. Pengawasan eksternal mencegah 
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penyalahgunaan kekuasaan sekaligus membentuk aparatur profesional, bebas 

KKN, dan bertugas secara terbuka. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat 

bergantung pada pengawasan menyeluruh, baik internal maupun partisipasi 

masyarakat (Setiawan, 2024). 

 

 

 

2.5 Teori Independensi Media 

 

Denis McQuail, dalam bukunya yang berjudul “Media Performance: Mass 

Communication and the Public Interest (1992)”, memandang independensi 

media sebagai prinsip normatif tentang ketidakberpihakan (impartiality) yang 

mendasar dalam kinerja media massa terhadap kepentingan publik. 

Independensi dimaknai sebagai kemampuan media untuk mempertahankan 

otonomi editorial dan profesional dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya, 

sehingga proses produksi berita tidak diarahkan atau dikendalikan oleh 

kepentingan politik, ekonomi, maupun institusional tertentu. Dalam konteks 

ini, independensi memungkinkan media mengambil keputusan pemberitaan 

berdasarkan pertimbangan jurnalistik dan kepentingan publik, bukan tekanan 

atau kepentingan pihak luar. McQuail menegaskan bahwa independensi bukan 

berarti media sepenuhnya bebas nilai atau interpretasi, melainkan bebas dari 

intervensi eksternal yang berpotensi mengganggu integritas pemberitaan. 

Dengan independensi tersebut, media memiliki ruang untuk menjalankan 

fungsi informatif dan pengawasan secara lebih objektif dan bertanggung jawab 

(Mcquail, 1992). 

 

Teori independensi media Denis McQuail dipilih dalam penelitian ini karena 

memberikan kerangka yang komprehensif sekaligus operasional dalam 

mengkaji independensi media. McQuail tidak hanya menjelaskan peran ideal 

media, tetapi juga menyediakan indikator yang jelas dan terukur, terutama 

melalui objektivitas dan netralitas pemberitaan. Media yang independen akan 

menghasilkan informasi yang akurat, berimbang, dan tidak bias, sedangkan 

intervensi politik atau ekonomi berpotensi menurunkan kualitas tersebut. Hal 

ini relevan dengan fokus penelitian yang tidak hanya melihat peran media 
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sebagai pengawas, tetapi juga menilai apakah fungsi tersebut dijalankan secara 

bebas dari intervensi. Dengan demikian, teori McQuail menjadi tepat 

digunakan karena mampu menghubungkan konsep dengan praktik serta 

memberikan alat analisis yang sistematis untuk menilai independensi Radar 

Lampung dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. 

 

Hingga saat ini, pemikiran McQuail mengenai independensi dalam 

pemberitaan, terus diadopsi dan dikembangkan oleh peneliti selanjutnya dalam 

berbagai konteks penelitian empiris. Hal ini terlihat, antara lain, dalam 

penelitian mengenai independensi Beritajatim.com Octavia dkk (2022) serta 

pengkajian independensi media daring Kabarsinjai.com Iskandar & Yusuf 

(2024). Sejalan dengan penjelasan McQuail mengenai independensi media, 

dalam Jurnal Dewan Pers Edisi No. 09 Juli 2014 merujuk langsung pada 

McQuail (1992), menguraikan beberapa indikator penting dalam melihat 

persoalan independensi (objektivitas) dan netralitas media dalam pemberitaan 

(Pers, 2014). 

 

Indikator-Indikator Independensi Media  

1. Keberadaan Opini 

Keberadaan opini dalam pemberitaan berkaitan dengan kemampuan media 

membedakan fakta dan pendapat. Fakta merujuk pada peristiwa yang 

dilaporkan, sedangkan opini merupakan penafsiran terhadap suatu isu. 

Pemberitaan idealnya menekankan penyajian fakta agar publik memperoleh 

pemahaman yang lebih utuh, mengingat berita menjadi rujukan masyarakat 

dalam memahami realitas sosial. Oleh karena itu, opini perlu dibatasi agar tidak 

mengaburkan fakta serta tetap menjaga objektivitas dan independensi media.. 

2. Ketiadaan Personalisasi 

Ketiadaan personalisasi dalam pemberitaan merujuk pada upaya media untuk 

tidak menonjolkan individu tertentu, seperti pemilik media atau aktor politik, 

secara berlebihan dalam suatu peristiwa. Personalisasi terjadi ketika peran atau 

citra seseorang lebih ditekankan dibandingkan substansi kejadian yang 

diberitakan. Penonjolan individu semacam ini dapat mengurangi keberagaman 
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informasi dan mengaburkan pemahaman publik terhadap peristiwa yang 

sebenarnya. 

3. Ketiadaan Sensasionalisme 

Ketiadaan sensasionalisme dalam pemberitaan menunjukkan bahwa media 

menyajikan informasi secara terkendali dan tidak berlebihan. Sensasionalisme 

ditandai oleh penonjolan emosi dan dramatisasi yang melampaui aspek rasional 

dalam berita, seperti penggunaan ekspresi emosional atau penggambaran 

peristiwa secara hiperbolik. Praktik semacam ini berpotensi mengurangi 

objektivitas dan netralitas pemberitaan. 

4. Ketiadaan Stereotip 

Ketiadaan Dalam pemberitaan, stereotip berkaitan dengan kecenderungan 

media membentuk gambaran tertentu tentang individu atau kelompok yang 

kemudian dianggap sebagai kebenaran umum. Ketika media menggunakan 

atribut atau ciri yang dilekatkan secara berulang, informasi yang disampaikan 

tidak lagi berdiri pada fakta peristiwa, melainkan pada persepsi yang 

disederhanakan. Praktik semacam ini dapat memengaruhi cara publik 

memandang dan menilai kelompok tertentu. 

5. Ketiadaan Juxtaposition (Penyandingan) dan linkage (Pengaitan) 

Juxtaposition dan linkage menunjukkan bahwa media menyandingkan fakta-

fakta yang sebenarnya berbeda seolah-olah saling berkaitan. Juxtaposition 

terjadi ketika dua fakta politik yang berbeda ditempatkan berdampingan 

sehingga tampak saling berhubungan, dengan tujuan menonjolkan kontras atau 

membangun citra tertentu, misalnya dengan mengaitkan kelebihan pribadi 

aktor politik pada isu yang tidak berkaitan langsung. Sementara itu, linkage 

merujuk pada praktik menghubungkan berbagai fakta, peristiwa, atau aktor 

politik yang terpisah sehingga terlihat memiliki hubungan sebab akibat. 

6. Akurasi 

Akurasi dalam pemberitaan ditentukan oleh ketepatan media dalam memilih 

sumber yang relevan dengan tema berita. Misalnya, narasumber seharusnya 

merupakan pihak yang mengetahui, mengalami, atau memiliki keahlian terkait 
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peristiwa yang diberitakan. Ketepatan ini penting karena narasumber 

berpengaruh langsung terhadap keandalan informasi yang diterima publik. 

 

 

 

2.6 Kerangka Pemikiran 

 

Penelitian ini berangkat dari prinsip dasar demokrasi yang menjamin 

kebebasan pers, sehingga memungkinkan media massa berfungsi sebagai 

pengawas (watchdog) terhadap kinerja pemerintah. Dalam sistem demokrasi, 

peran media sebagai pengontrol eksternal menjadi sangat penting untuk 

mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Radar 

Lampung Media Grup sebagai media lokal di provinsi Lampung menjalankan 

fungsi pengawasan dengan melakukan peliputan, analisis, dan publikasi 

informasi terkait kinerja Pemerintah Provinsi Lampung.  

 

Untuk menilai sejauh mana independensi Radar Lampung Media Grup dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, penelitian ini menggunakan Teori 

Independensi Media dari pemikiran McQuail yang mengedepankan enam 

indikator: keberadaan opini, ketiadaan personalisasi, ketiadaan 

sensasionalisme, ketiadaan stereotip, ketiadaan Juxtaposition dan linkage dan 

akurasi. Dengan kerangka ini, penelitian menegaskan bahwa implementasi 

prinsip-prinsip independensi media akan mendorong Radar Lampung Media 

Grup menjalankan pengawasan secara independen serta mampu berkontribusi 

nyata dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di 

Provinsi Lampung. 

Adapun diagram kerangka berpikir yang menjadi acuan dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut: 
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Demokrasi Menjamin Kebebasan Pers yang Memungkinkan 

Media Berfungsi Sebagai Pengawas Pemerintah (Watchdog) 

Radar Lampung Media Grup Menjalankan Fungsi 

Pengawasan Secara Independen, Sehingga 

Mampu Mendorong Terwujudnya Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung 

yang akuntabel 

Radar Lampung Media Grup 

Sebagai Pengawas Eksternal 

Dalam Mengawasi Kinerja 

Pemerintah Lampung 

Teori Independensi Media 

(McQuail) 

1. Keberadaan Opini 

2. Ketiadaan Personalisasi 

3. Ketiadaan Sensasionalisme 

4. Ketiadaan Stereotip 

5. ketiadaan Juxtaposition 

dan linkage 

6. Akurasi 

 

 
 

Gambar 1. Kerangka Berfikir 

 

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2025) 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell, 

penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memahami 

dan menguraikan fenomena sosial secara mendalam melalui proses pemaknaan 

terhadap konteks, pengalaman, dan sudut pandang individu yang terlibat dalam 

fenomena tersebut. Penelitian kualitatif menitikberatkan pada makna, 

konstruksi sosial, dan kompleksitas dari fenomena yang dikaji. Sasaran utama 

penelitian kualitatif adalah untuk meraih pemahaman yang holistik dan 

komprehensif mengenai fenomena yang diteliti. Sasaran ini mencakup 

pemahaman terhadap pengalaman individu, proses-proses sosial, konteks 

budaya, pola interaksi, pembentukan makna, serta dinamika yang berlangsung 

dalam fenomena tersebut (Ardiansyah dkk., 2023). 

 

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis independensi fungsi 

pengawasan Radar Lampung Media Group sebagai media lokal dalam 

mendorong akuntabilitas pemerintah Provinsi Lampung. Metode deskriptif 

kualitatif dipilih karena dianggap relevan untuk menggambarkan fenomena 

secara nyata berdasarkan data lapangan. Pendekatan ini memberikan gambaran 

yang jelas dan kontekstual mengenai independens praktik fungsi kontrol sosial 

media lokal terhadap pemerintah provinsi. 

 

Sesuai dengan karakteristik penelitian deskriptif, studi ini tidak bertujuan 

menguji hipotesis atau membuat prediksi, melainkan memaparkan secara rinci 

situasi dan konteks berdasarkan data empiris. Tujuannya adalah menjelaskan 

secara holistik independensi fungsi pengawasan Radar Lampung Media Group 

terhadap akuntabilitas pemerintahan. Peneliti berperan sebagai pengamat aktif 
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yang menggali makna dan proses dalam konteks alami, sehingga diperoleh 

pemahaman yang valid dan mendalam mengenai kontribusi media lokal dalam 

mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan responsif. 

 

 

 

3.2 Lokasi Penelitian 

 

Dalam pendekatan kualitatif, objek penelitian merujuk pada elemen utama 

yang menjadi pusat perhatian atau pengamatan dalam suatu studi. Objek ini 

biasanya dianggap sebagai komponen yang memiliki pengaruh signifikan 

terhadap jalannya penelitian, serta menjadi inti dari fenomena yang hendak 

dianalisis secara mendalam (Safrudin dkk., 2023).  Penelitian ini dilaksanakan 

di Gedung Graha Pena, yang beralamat di Jl. Sultan Agung No.18, Sepang Jaya, 

Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung 35128. 

Gedung ini merupakan pusat operasional dari Radar Lampung Grup, salah satu 

perusahaan media lokal terbesar dan paling berpengaruh di Provinsi Lampung. 

Radar Lampung Grup menaungi berbagai platform media seperti Radar 

Lampung Cetak, Radar Lampung TV, Radar Lampung co.id, serta unit khusus 

riset bernama Radar Lampung Riset dan Data. 

 

Pemilihan Gedung Graha Pena sebagai lokasi penelitian didasari oleh perannya 

sebagai pusat kegiatan jurnalistik dan riset Radar Lampung Media Grup yang 

berpengaruh besar dalam mengumpulkan hingga membentuk opini publik dan 

mengawasi kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. Di tengah persoalan 

transparansi dan akuntabilitas daerah, lokasi ini menjadi tempat paling relevan 

untuk menelusuri bagaimana independensi strategi pengawasan media dijaga 

dalam proses kegiatan jurnalistiknya yang menjadi instrumen kontrol sosial 

terhadap pemerintah provinsi. 
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3.3 Fokus Penelitian 

 

Pada penelitian kualitatif, fokus penelitian adalah uraian mengenai dimensi 

yang menjadi pusat perhatian, yang akan dianalisis secara mendalam hingga 

tuntas dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Sugiyono, 2013). Dengan 

demikian, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami realitas 

sosial secara kontekstual serta menelaah tindakan sosial tidak hanya dari yang 

tampak, tetapi juga dari makna yang mendasarinya.  

 

Fokus kajian dalam penelitian ini diarahkan pada independensi fungsi 

pengawasan Radar Lampung Media Grup yang mencakup Radar Lampung 

Cetak, Radar Lampung TV, RadarLampung.co.id, serta Radar Lampung Riset 

dan Data dalam mendorong akuntabilitas Pemerintah Provinsi Lampung. 

Penelitian ini secara khusus membatasi ruang lingkup pengamatan pada periode 

tahun 2025, yakni masa awal kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani 

Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela yang resmi dilantik pada 20 Februari 

2025. Dengan demikian, seluruh berita dan konten yang dianalisis berasal dari 

publikasi setelah tanggal pelantikan tersebut. Kajian ini menitikberatkan pada 

bagaimana Radar Lampung mempertahankan independensi fungsi 

pengawasannya dengan menggunakan indikator: 

a. Pembedaaan jelas antara fakta, opini, dan interpretasi dalam pemberitaan 

dan survei. 

b. Penghindaran personalisasi yang menonjolkan kepentingan individu atau 

kelompok tertentu. 

c. Pencegahan sensasionalisme yang dapat mengaburkan objektivitas dan 

menurunkan kredibilitas. 

d. Menolak stereotip dan narasi diskriminatif yang dapat memecah belah 

masyarakat. 

e. Penghindaran juxtaposition dan linkage yang menyandingkan atau 

mengaitkan fakta-fakta berbeda seolah-olah saling berhubungan 

f. Menjaga akurasi dan validitas informasi dengan dukungan data dan fakta 

terpercaya. 
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3.4 Penentuan Informan 

 

Informan adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Menurut Bungin, informan merupakan individu yang 

memberikan umpan balik guna mengonfirmasi data yang dikumpulkan peneliti 

(Bungin, 2011). Dalam penelitian ini, informan diwawancarai secara mendalam 

untuk memperoleh data mengenai peran Radar Lampung Media Group dalam 

mendorong akuntabilitas pemerintah provinsi. 

 

Penelitian ini melibatkan sejumlah key informan yang berasal dari berbagai 

divisi dalam Radar Lampung Media Grup: 

1. Radarlampung.co.id (media daring) 

2. Radar TV Lampung (media penyiaran) 

3. Radar Lampung Surat Kabar Harian (media koran cetak) 

4. Radar Riset dan Data (unit survei) 

Berikut tabel penjelasan rinci tentang penentuan informan dalam penelitian. 

 

Tabel  1. Penentuan Informan 

 
No Divisi Nama Informan dan Jabatan Kriteria Pemilihan 

1 Radarlampung.co.id 

 

 

Widi Sandika Budiman 

(General Manager 

Radarlampung co.id) 

Memahami dinamika 

pemberitaan daring dan 

ruang publik digital 

dalam fungsi 

pengawasan pemerintah. 

2 Radar Lampung 

Surat Kabar Harian 

- Abdul Karim (Pemimpin 

Redaksi)  

- Yuda Pranata (Koordinator 

Liputan) 

- Agung Budiharto (Redartur 

Pelaksana) 

Berperan langsung 

dalam penyusunan berita 

cetak mengenai 

pengawasan terhadap 

kebijakan dan program 

pemerintah provinsi. 

3 Radar TV Lampung Hendarto Setiawan (Deputi 

GM Radar Lampung TV) 

Terlibat dalam penyajian 

informasi audiovisual 

yang mendukung kontrol 

sosial terhadap 

pemerintah provinsi. 

4 Radar Riset dan 

Data 

Abdul Karim, (Direktur Radar 

Lampung Riset dan Data) 

 

Berperan dalam 

pengumpulan dan 

analisis data yang 

memperkuat fungsi 

pengawasan media 

terhadap pemerintah 

provinsi. 

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2025 
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3.5 Sumber Data 

 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data 

sekunder, yang dijelaskan sebagai berikut: 

 

3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung peneliti dari 

sumber pertama di lapangan melalui observasi dan wawancara 

mendalam. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dari pihak internal 

Radar Lampung Media Group yang terlibat praktik jurnalistik dalam 

menjalankan fungsi pengawasan. 

Sumber Data Primer meliputi: 

1. Pihak Internal Radar Lampung Media Group 

a. Radarlampung.co.id 

Mengelola pemberitaan digital terkait isu pemerintahan dan 

akuntabilitas publik, serta berperan dalam memperluas jangkauan 

pengawasan media melalui penyebaran informasi secara cepat dan 

interaktif kepada masyarakat. 

b. Radar TV Lampung  

Memproduksi siaran berita, liputan investigatif, dan program 

diskusi publik yang mengkritisi kebijakan pemerintah provinsi, 

sehingga berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang 

transparan dan akuntabel. 

c. Radar Lampung Surat Kabar Harian 

Menyusun dan mempublikasikan berita kebijakan serta kinerja 

pemerintah provinsi melalui media cetak, yang berfungsi sebagai 

sarana kontrol sosial 

d. Radar Riset dan Data 

Melakukan riset dan survei opini publik mengenai kinerja 

pemerintah provinsi, yang hasilnya menjadi bahan analisis dan 

pemberitaan media dalam mendorong pengawasan terhadap 

akuntabilitas pemerintahan provinsi. 
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3.5.2 Data Sekunder 

 

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh secara tidak 

langsung melalui sumber-sumber tertulis yang sudah tersedia. Data ini 

digunakan untuk memperkuat landasan teori dan mendukung analisis 

dalam penelitian. 

Sumber data sekunder meliputi: 

1. Buku ilmiah dan jurnal akademik yang relevan dengan tema 

pengawasan media massa, independensi media, kode etik 

jurnalistik/pers serta akuntabilitas pemerintahan daerah. 

2. Artikel hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 

independensi fungsi pengawasan media dalam demokrasi dan tata 

kelola pemerintahan. 

3. Dokumen kelembagaan, serta arsip berita yang terkait dengan 

praktik dan dinamika pemberitaan Radar Lampung dan lingkup 

pemerintahan daerah. 

 

 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data merupakan langkah penting 

dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan tiga teknik utama yaitu: 

 

3.6.1 Observasi 

 

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan 

langsung terhadap partisipan dan konteks penelitian, guna memahami 

perilaku, interaksi, dan situasi yang terkait dengan fenomena yang diteliti 

(Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian ini, observasi bertujuan 

memahami secara nyata independensi pelaksanaan fungsi jurnalistik dan 

kontrol sosial yang dijalankan oleh Radar Lampung Media Group dalam 

mengawal akuntabilitas pemerintah Provinsi Lampung. 

Observasi dilakukan dalam dua bentuk utama: 
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1. Observasi Langsung 

Dilaksanakan secara tatap muka di lingkungan kerja Radar Lampung 

Media Group yang berlokasi di Gedung Graha Pena, Bandar 

Lampung. Aktivitas yang diamati meliputi proses penentuan 

isu/berita, peliputan berita, koordinasi antar staf, penyusunan dan 

pengelolaan konten pemberitaan yang dihubungkan dengan 

indikator independensi media.  

2. Observasi Tidak Langsung  

Dilakukan melalui pemantauan kanal berita online dan TV Radar 

Lampung melalui akun Youtube Radar TV, akun media sosial resmi, 

serta publikasi digital lainnya yang dikelola oleh media tersebut. 

Observasi tidak langsung ini dimaksudkan untuk mengkaji pola 

pemberitaan, pendekatan penyampaian isu pemerintahan, narasi 

yang dibangun dan lainnya untuk membandingkan dengan indikator 

independesi media. 

Observasi langsung dan tidak langsung memperkuat validitas data 

dengan menghadirkan perspektif internal media dan interaksi dengan 

audiens. Data ini dianalisis untuk melihat independensi Radar Lampung 

menjalankan fungsi pengawasannya dalam mendorong transparansi, 

akuntabilitas, hingga partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah. 

 

3.6.2 Wawancara 

 

Menurut Creswell (2014), wawancara adalah teknik pengumpulan data 

melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan. Wawancara 

bertujuan menggali pemahaman mendalam mengenai pengalaman, 

pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti 

(Ardiansyah et al., 2023). Dalam penelitian ini, wawancara bertujuan 

memahami bagaimana independensi Radar Lampung Media Grup 

menjalankan independensi fungsi pengawasan terhadap akuntabilitas 

kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Informan meliputi pihak internal 

Radar Lampung, Radar Lampung Cetak, Radar Lampung TV, Radar 

Lampung co.id, serta unit khusus riset bernama Radar Lampung Riset 
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dan Data. Wawancara dilakukan untuk memperoleh gambaran 

menyeluruh tentang independensi fungsi pengawasan Radar Lampung 

terhadap pemerintah provinsi melalui kegiatan jurnalistik tiap divisinya. 

 

3.6.3 Dokumentasi 

 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen, 

arsip, atau bahan tertulis lain yang berkaitan dengan objek penelitian. 

Sumber dapat berupa laporan, catatan, surat, buku, maupun dokumen 

resmi yang memberi gambaran historis, kebijakan, peristiwa, serta 

perkembangan yang relevan (Creswell, 2014). Dalam penelitian ini, 

dokumentasi berfungsi melengkapi dan memperkuat hasil wawancara 

serta observasi, sekaligus memberikan bukti empiris dan konteks historis 

mengenai independensi pengawasan Radar Lampung terhadap 

akuntabilitas pemerintah Provinsi Lampung. 

 

Jenis Data Dokumentasi yang Dikumpulkan 

1. Arsip Berita 

a. Mengumpulkan artikel, liputan, dan pemberitaan yang telah 

dipublikasikan oleh Radar Lampung dalam berbagai platform 

(cetak, daring, survei dan siaran televisi) terkait isu pemerintahan 

daerah Lampung. 

b. Arsip ini membantu menganalisis pola pemberitaan, isi berita, dan 

bagaimana media menjalankan independensi fungsi pengawasan 

media. 

 

2. Dokumen Konseptual dan Kebijakan Media 

a. Mengumpulkan dokumen internal Radar Lampung, termasuk 

pedoman editorial, kebijakan jurnalistik, SOP redaksi, serta strategi 

kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan dan 

independensi media. 

b. Dokumen ini juga mencakup referensi konseptual dari literatur 

maupun regulasi tentang independensi media dan mekanisme 

pengawasan yang menjadi standar ideal dalam praktik jurnalistik. 
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3. Rilis dan Publikasi Media Terkait Kinerja Pemerintah  

a. Mengumpulkan materi publikasi resmi Radar Lampung yang 

menyoroti kinerja dan kebijakan pemerintah provinsi, baik berupa 

berita investigatif, laporan khusus, maupun analisis data terkait isu 

pemerintahan. 

b. Data ini membantu menilai apakah media mampu menyajikan 

informasi yang obyektif, kritis, dan bebas dari pengaruh politik 

atau kepentingan eksternal dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

 

 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data adalah proses sistematis menafsirkan informasi dari 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan mengelompokkannya ke 

dalam kategori yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam 

penelitian kualitatif, analisis bertujuan menemukan makna mendalam dari data 

sehingga mampu menggambarkan realitas sosial secara kontekstual. Proses ini 

meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, hingga penarikan kesimpulan yang 

dikaitkan dengan teori. Analisis data merupakan proses mengolah informasi 

yang diperoleh selama penelitian hingga menghasilkan temuan yang kemudian 

ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang 

digunakan adalah: 

 

1. Pengumpulan Data 

Tahap awal dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai sumber, baik 

primer maupun sekunder. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 

pimpinan Radar Lampung Media Group, Deputi General Manager, wartawan, 

dan editor berita. Selain itu, observasi tidak langsung dilakukan terhadap 

aktivitas publikasi berita dan survei melalui kanal media daring dan media 

sosial. Data pendukung berupa arsip berita, laporan, dan publikasi digital juga 

dikumpulkan untuk melengkapi informasi lapangan.  
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2. Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengorganisasi, dan 

memfokuskan informasi yang relevan dengan independensi fungsi pengawasan 

Radar Lampung Media Grup terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Lampung. 

Data dikelompokkan berdasarkan kategori seperti: peran media dalam 

menjalankan fungsi pengawasan, mekanisme dan praktik menjaga 

independensi redaksional, strategi publikasi yang mendukung kontrol sosial, 

serta kontribusi media dalam mendorong akuntabilitas pemerintah provinsi. 

Informasi yang tidak terkait dengan fokus penelitian, misalnya kegiatan media 

yang bersifat hiburan atau non-pengawasan, disisihkan agar analisis lebih 

terarah, sistematis, dan sesuai dengan kerangka teori independensi media. 

 

3. Penyajian dan Verifikasi Data 

Setelah melalui reduksi, data disajikan dalam bentuk naratif deskriptif yang 

menampilkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan di lapangan. 

Data yang sudah dikategorikan kemudian ditafsirkan dan dikaitkan dengan 

teori independensi media. Dari tahap ini ditarik kesimpulan sementara, yang 

kemudian diverifikasi melalui triangulasi data dan klarifikasi dengan informan 

untuk memastikan keabsahan temuan penelitian. 

 

Melalui teknik analisis ini, peneliti berupaya mengungkap bagaimana 

independensi Radar Lampung Media Group menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap pemerintah provinsi Lampung. Hasil analisis diharapkan mampu 

memberikan deskripsi yang jelas dan mendalam mengenai pentingnya 

independensi fungsi pengawasan media lokal dalam mendorong transparansi, 

akuntabilitas, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan daerah. 

 

3.8 Teknik Keabsahan Data  

 

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data yang diperoleh dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu metode untuk menguji 

keabsahan data melalui pembandingan dari berbagai sudut atau sumber 
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informasi. Menurut Kriyantono, triangulasi dapat dilakukan melalui lima 

aspek, yakni triangulasi sumber, waktu, teori, periset, dan metode (Kriyantono, 

2006). Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah triangulasi sumber, 

yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari sejumlah informan yang 

berbeda namun membahas topik yang sama. 

 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi 

informasi yang diperoleh dari para pimpinan redaksi di setiap divisi Radar 

Lampung Media Group (Radar Lampung TV, RadarLampung.co.id, Radar 

Lampung Surat Kabar Harian, Radar Lampung Riset dan Data). Para informan 

tersebut merupakan pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan 

redaksional, pengelolaan pemberitaan, dan penentuan standar jurnalistik di 

masing-masing divisi. Pendekatan triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk 

membandingkan persepsi, pengalaman, dan penjelasan dari berbagai pihak 

sehingga dapat mengidentifikasi kesesuaian maupun perbedaan informasi 

secara menyeluruh. Dengan demikian, bias subjektif yang mungkin timbul dari 

satu sumber dapat diminimalisir. Hasil triangulasi sumber ini akan menjadi 

landasan kuat dalam menyimpulkan independensi fungsi pengawasan yang 

dilakukan oleh Radar Lampung Media Grup sebagai aktor mendorong 

akuntabilitas pemerintah provinsi Lampung. 
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IV. GAMBARAN UMUM 

 

 

 

4.1 Independensi Media Indonesia dan Kode Etik Jurnalistik 

 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan 

fundamental bagi penguatan kebebasan pers dalam sistem demokrasi Indonesia. 

Regulasi ini disusun dalam konteks perubahan besar pascareformasi yang 

menuntut adanya perlindungan hukum terhadap kebebasan berekspresi dan hak 

publik atas informasi. UU Pers menegaskan posisi pers sebagai bagian dari 

kedaulatan rakyat, sekaligus menempatkannya dalam kerangka demokrasi yang 

berkeadilan dan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dengan kerangka 

tersebut, undang-undang ini berperan tidak hanya sebagai aturan formal, tetapi 

juga sebagai pedoman normatif yang mengarahkan pers agar menjalankan 

fungsinya secara bebas, bertanggung jawab, dan profesional dalam kehidupan 

bernegara (Mailin dkk., 2022). 

Fungsi-fungsi media telah di atur dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 

1999 Pasal 3 ayat (1) UU Pers (Mailin dkk., 2022): 

1. Fungsi Informasi: Fungsi ini menjadi aspek utama komunikasi massa, yang 

menekankan peran media dalam menyampaikan peristiwa dan fakta dari 

liputan wartawan kepada publik. Informasi berasal dari peristiwa besar 

maupun realitas sosial sehari-hari, juga iklan turut berfungsi sebagai sarana 

penyampaian informasi.  

2. Fungsi Edukasi: Isi berita, opini, dan laporan mendalam sering menyajikan 

nilai edukatif yang memperluas wawasan pembaca, sekaligus meningkatkan 

kecerdasan intelektual dan moral masyarakat.  

3. Fungsi Hiburan: Dalam media elektronik, hiburan menjadi fungsi utama, 

sedangkan media cetak tetap menyertakan unsur hiburan seperti cerita 

bergambar, kolom humor, atau teka-teki silang. Konten hiburan mencakup 

berita selebritas, cerita fiksi, gaya hidup, film, dan musik, yang bertujuan 

memberi relaksasi sekaligus memenuhi kebutuhan psikologis masyarakat. 
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4. Fungsi Pengawasan (Kontrol Sosial): Media memiliki fungsi vital sebagai 

pengawas sosial dengan menyampaikan informasi penting bagi publik. 

Fungsi pengawasan ini terbagi menjadi dua: pengawasan peringatan 

(warning surveillance) dan pengawasan instrumental (instrumental 

surveillance). Dalam sistem demokrasi, media disebut sebagai pilar 

keempat (the fourth estate) karena mengawasi eksekutif, legislatif, dan 

yudikatif, sehingga memastikan akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi 

kebijakan serta kinerja pemerintah. 

 

Sejalan dengan fungsi pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 

40 Tahun 1999, praktik jurnalistik di Indonesia dijalankan berdasarkan Kode 

Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai pedoman moral dan 

profesional wartawan. Kode etik ini berfungsi memastikan bahwa kegiatan 

jurnalistik dilaksanakan secara bertanggung jawab serta mencerminkan 

komitmen pers terhadap independensi dan akuntabilitas dalam sistem 

demokrasi. Secara substansial, Kode Etik Jurnalistik memuat prinsip-prinsip 

utama sebagai berikut (SastroAtmodjo, 2006): 

1. Independensi dan objektivitas dalam proses peliputan dan pemberitaan. 

2. Akurasi dan keberimbangan informasi. 

3. Perlindungan terhadap narasumber dan penghormatan atas privasi. 

4. Larangan menerima suap atau bentuk imbalan yang memengaruhi 

independensi. 

5. Perlakuan adil terhadap semua pihak yang terkait dalam pemberitaan. 

6. Kewajiban melakukan koreksi serta pemenuhan hak jawab. 

 

Penguatan independensi media di Indonesia juga didukung oleh peran 

organisasi profesi wartawan, salah satunya Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 

AJI berperan dalam mendorong profesionalisme, menjaga kebebasan pers, serta 

meningkatkan kemampuan wartawan dalam mengelola informasi secara akurat 

dan bertanggung jawab, khususnya di tengah maraknya penyimpangan 

informasi seperti berita palsu dan informasi yang tidak terverifikasi. Melalui 

advokasi, pembekalan etika jurnalistik, dan penguatan kapasitas anggota, AJI 
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berkontribusi dalam memastikan praktik jurnalistik tetap berpijak pada prinsip 

akurasi, kredibilitas, dan kepentingan publik, sehingga independensi media 

tidak hanya dijamin secara normatif, tetapi juga dijaga melalui kesadaran 

profesional dan mekanisme kontrol internal di kalangan insan pers. 

 

Dalam praktik jurnalistik, wartawan wajib berpedoman pada Kode Etik 

Jurnalistik sebagai landasan moral dan profesional dalam menjalankan tugasnya 

secara independen. Kode etik berfungsi menjaga kebebasan pers sekaligus 

melindungi hak publik atas informasi yang benar dan bertanggung jawab. 

Organisasi profesi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan 

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) berperan penting dalam menegakkan 

standar etika, mencegah penyalahgunaan profesi, serta menjaga integritas dan 

profesionalisme jurnalis. Dengan demikian, penerapan kode etik menjadi 

instrumen utama dalam memperkuat independensi media dan membangun 

kepercayaan publik terhadap praktik jurnalistik. 

 

 

 

4.2 Profil Radar Lampung Media Grup 

 

Radar Lampung merupakan sebuah surat kabar harian yang beroperasi di 

Provinsi Lampung dan menjadi bagian dari jaringan besar Jawa Pos Group. 

Perusahaan media ini resmi berdiri pada 11 Februari 1999. Sejak awal 

kehadirannya, Radar Lampung terus berkembang hingga pada usia satu dekade 

mampu menempatkan diri sebagai harian umum dengan oplah terbesar di 

Lampung, menjangkau pembaca di seluruh wilayah provinsi. Posisi ini 

menjadikan Radar Lampung sebagai salah satu unit usaha penting dari Jawa Pos 

Group yang berbasis di Jawa Timur. 
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Gambar 2. Logo Radar Lampung Media Grup 

 

Sumber: Radar Lampung Media Grup 

 

Perkembangan perusahaan semakin tampak ketika memasuki tahun 2002. Pada 

periode ini, Radar Lampung Group mulai membangun gedung pusat 

operasionalnya, yakni Graha Pena Lampung. Pembangunan gedung tersebut 

menjadi tonggak penting karena seluruh pembiayaan ditanggung langsung oleh 

Radar Lampung Group, sebuah pencapaian yang luar biasa bagi perusahaan 

yang baru berdiri dua tahun. Graha Pena Lampung kemudian menjadi kantor 

pusat yang berlokasi di Kota Bandar Lampung, tepatnya di Jl. Sultan Agung 

No. 18, Sepang Jaya, Kecamatan Kedaton, Provinsi Lampung 35128. 

 

Setelah menguatkan fondasi kelembagaannya, Radar Lampung Group mulai 

memperluas jangkauan bisnis pada tahun 2006. Upaya penetrasi pasar 

dilakukan secara lebih agresif dengan mendirikan berbagai cabang di sejumlah 

kabupaten di Provinsi Lampung. Beberapa cabang yang dibuka antara lain 

Radar Lampung Barat, Radar Lampung Tengah, Radar Tulang Bawang, Radar 

Tanggamus, dan Radar Lampung Selatan. Ekspansi ini mempertegas komitmen 

perusahaan untuk mendekatkan layanan informasi kepada masyarakat di 

daerah-daerah. 

 

Radar Lampung terus memperluas kapasitas dan jangkauan layanan medianya 

untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Seiring perkembangan 

perusahaan, struktur organisasinya kini terdiri atas beberapa divisi yang 

memiliki peran saling melengkapi dalam pelaksanaan fungsi media. Divisi-

divisi tersebut mencakup Radar Lampung TV sebagai unit penyiaran televisi, 

RadarLampung.co.id sebagai platform media daring, Radar Lampung Surat 
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Kabar Harian sebagai lini cetak yang menjadi fondasi awal perusahaan, serta 

Radar Lampung Media Grup Research and Development (RLMG R&D) atau 

yang dikenal sebagai Radar Lampung Riset dan Data, yang berfokus pada 

pengolahan data, survei, dan penelitian untuk mendukung kualitas pemberitaan 

maupun evaluasi publik. Keberagaman divisi ini menunjukkan bahwa Radar 

Lampung berkembang menjadi media grup yang komprehensif, memadukan 

penyiaran, digital, cetak, dan riset dalam satu ekosistem yang terintegrasi. 

 

4.2.1 Radar Lampung.co.id 

 

PT Radar Lampung Online merupakan unit usaha media digital yang 

berada di bawah naungan Radar Lampung Media Group, jaringan media 

terkemuka di Provinsi Lampung. Keberadaan media ini diperkuat 

melalui operasional situs www.radarlampung.co.id yang menjadi pusat 

penyebaran informasi berbasis internet. Sebagai bagian dari ekosistem 

media yang berafiliasi dengan Surat Kabar Harian Radar Lampung, 

portal ini berfungsi sebagai kanal berita online yang menyajikan 

informasi secara cepat, akurat, dan dapat dipercaya oleh masyarakat 

Lampung maupun pembaca di tingkat nasional. 

 

Gambar 3. Logo Radar Lampung.co.id 

 

Sumber: Radar Lampung Media Grup 

 

Konten yang disajikan mencakup berbagai bidang, mulai dari isu lokal di 

Provinsi Lampung, perkembangan nasional, hingga informasi 

internasional. Ragam liputannya meliputi topik politik, ekonomi, 

pendidikan, hiburan, olahraga, gaya hidup, teknologi, serta dinamika 

sosial lainnya. Komitmen terhadap akurasi, kecepatan, dan independensi 

pemberitaan menjadi dasar kinerja redaksional Radarlampung.co.id. 

http://www.radarlampung.co.id/
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Portal ini menempatkan diri sebagai salah satu sumber informasi yang 

kredibel, sekaligus berperan sebagai mitra strategis lembaga pemerintah, 

pihak swasta, dan masyarakat dalam penyebaran berbagai program dan 

informasi publik. Selain menyediakan layanan berita, platform ini juga 

menawarkan fasilitas promosi dan publikasi digital yang meliputi iklan 

produk, jasa, serta penyebaran berbagai kegiatan yang membutuhkan 

jangkauan audiens yang relevan dan efektif. 

 

Reputasi Radarlampung.co.id dapat dilihat dari capaian statistik 

pembacanya. Berdasarkan data Google Analytics, portal ini memperoleh 

total 21.137.530 pageviews dalam periode Januari 2018 hingga 

Desember 2021, angka yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan 

publik terhadap konten yang disajikan. Dalam aktivitas sehari-hari, situs 

ini mencatat 50.000 hingga 100.000 kunjungan, menjadikannya salah 

satu media lokal dengan trafik tertinggi di Provinsi Lampung. Dengan 

pencapaian tersebut, Radarlampung.co.id menjadi sarana penting bagi 

penyebaran informasi instansi pemerintah, lembaga swasta, maupun 

publik secara umum. 

 

Selain memperkuat layanan melalui situs web, PT Radar Lampung 

Online juga memperluas jangkauan dan interaksi dengan masyarakat 

melalui berbagai platform media sosial. Hingga tahun 2025, akun 

Instagram @radarlampungonline telah diikuti lebih dari 14.400 

pengguna. Sementara itu, fanpage Facebook dengan nama Radar 

Lampung Online (@radarlampung) memiliki 50.000 pengikut, kanal 

YouTube Radar Lampung News Streaming memiliki lebih dari 5.650 

subscriber, dan akun X (Twitter) @radarlampung telah menjangkau 17,8 

ribu pengikut. Selain itu, kehadiran media ini juga terlihat melalui 

platform TikTok @radarlampungonline, akun thread di Kaskus dengan 

ID @radar.lampung, serta akun publikasi di Pinterest dan LinkedIn 

dengan nama Radar Lampung Online. 
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Adapun visi, misi dan komitmen yang diangkat sebagai berikut: 

 

Visi 

Menjadi media online terdepan dan terpercaya di Provinsi Lampung, 

serta berkontribusi dalam mencerdaskan masyarakat melalui informasi 

yang objektif, akurat, dan berimbang. 

 

Misi 

1. Menyajikan informasi aktual dan faktual dengan berlandaskan 

prinsip-prinsip jurnalisme profesional. 

2. Mengedepankan kecepatan, ketepatan, dan akurasi dalam setiap 

pemberitaan. 

3. Menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah, sektor swasta, dan 

masyarakat dalam penyebaran informasi positif. 

4. Mengembangkan layanan digital inovatif agar penyebaran informasi 

semakin luas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. 

5. Menghadirkan konten yang inspiratif, edukatif, dan bermanfaat bagi 

masyarakat Lampung dan Indonesia. 
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Susunan Redaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Susunan Redaksi Radar Lampung co.id 

 

Sumber: Radar Lampung Media Grup 

 

 

4.2.2 Radar Lampung TV  

 

Radar Lampung TV merupakan salah satu stasiun televisi lokal yang 

hadir dan berkembang di Provinsi Lampung dengan mengusung 

kedekatan terhadap masyarakat sebagai basis utama penyiarannya. Sejak 

awal berdirinya, Radar Lampung TV menempatkan diri sebagai media 

yang tidak hanya menayangkan informasi dan hiburan, tetapi juga 

menjaga interaksi langsung dengan khalayak melalui berbagai kegiatan 

off-air yang rutin diselenggarakan. Upaya ini sejalan dengan moto 

khasnya, yakni “Mattep Nihan”, yang dalam filosofi Lampung 

mencerminkan sikap lugas, tegas, serta jujur dalam menyampaikan 

pesan. 

CHAIRMAN 

CEO 

GENERAL MANAGER 

WAKIL GENERAL MANAGER 

DIVISI STREAMING 

DIVISI NEWS 

DIVISI IT & SOSIAL MEDIA 

DIVISI IKLAN & BISNIS 
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Sebagai bagian dari jaringan Jawa Pos Group, Radar Lampung TV 

memiliki posisi yang strategis dalam memperkuat keberadaan media 

lokal di daerah. Legalitas operasionalnya diperoleh dari Departemen 

Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), dengan izin resmi siaran 

yang dikeluarkan sejak 18 Desember 2008. Sejak saat itu, Radar 

Lampung TV menayangkan program siarannya melalui kanal 48 UHF, 

dengan jadwal penyiaran reguler yang dimulai pukul 05.00 WIB hingga 

23.30 WIB setiap harinya. 

 

Salah satu kekuatan utama Radar Lampung TV terletak pada jangkauan 

siarannya yang luas. Hal ini didukung oleh penggunaan tower pemancar 

berkekuatan 5 kilowatt (Kw), sehingga sinyal penyiaran mampu 

menembus hingga ke pelosok daerah di seluruh Provinsi Lampung. 

Lokasi pemancar ini berada di Pegunungan Betung, Desa Sumber Agung, 

Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung, yang memiliki ketinggian 

sekitar 750 meter di atas permukaan laut. Letak geografis yang strategis 

tersebut menjadikan pemancar Radar Lampung TV sebagai salah satu 

yang tertinggi di antara stasiun televisi lain di Lampung, sehingga 

kualitas siaran lebih stabil dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat 

di berbagai kabupaten/kota. 

 

Dalam hal karakteristik, Radar Lampung TV dikenal sebagai stasiun 

televisi yang dinamis, berjiwa kultural, serta memiliki kedekatan 

emosional dengan masyarakat Lampung. Hal ini tercermin dari fanatisme 

terhadap nilai budaya lokal, solidaritas yang kuat antarwarga, gaya 

penyampaian yang lugas dan ekspresif, serta semangat keingintahuan 

yang tinggi dalam mengeksplorasi isu-isu aktual. Nilai-nilai tersebut 

kemudian diterjemahkan dalam bentuk program siaran yang berorientasi 

pada kearifan lokal, dengan menghadirkan masyarakat bukan hanya 

sebagai penonton, tetapi juga sebagai bagian dari konten acara yang 

ditampilkan. Program Radar Lampung TV kerap disajikan secara 
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interaktif bahkan live, sehingga publik dapat terlibat langsung dalam 

penyampaian informasi maupun hiburan. 

 

Dalam strategi penjadwalan siaran (scheduling), Radar Lampung TV 

menerapkan sejumlah pertimbangan profesional yang berfokus pada 

kebutuhan dan kebiasaan pemirsa. Pertimbangan tersebut mencakup pola 

menonton masyarakat (viewing habit), segmentasi audiens yang dituju, 

tingkat kompetisi dengan program dari stasiun televisi lain, serta 

ketersediaan dan kekuatan konten yang dimiliki. Dengan memanfaatkan 

transmitter 5 Kw dan memadukan strategi penyusunan program yang 

adaptif, Radar Lampung TV berhasil menempatkan diri sebagai televisi 

lokal dengan jangkauan siaran terluas di Lampung sekaligus tetap 

relevan dengan kebutuhan informasi, politik, pemerintahan, budaya, dan 

isu sosial yang berkembang di tengah masyarakat. 

 

 

 

Gambar 5. Logo Radar Lampung TV 

 

Sumber: Radar Lampung Media Grup 

 

Visi Misi Radar Lampung TV 

Dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya sebagai lembaga pers 

lokal, Radar Lampung TV memiliki visi dan misi yang menjadi 

pedoman. Adapun visi Radar Lampung TV adalah “Menjadi Media 

Televisi Lokal Terdepan, Akurat, dan Terlengkap” Visi ini bermakna 

bahwa Radar Lampung TV bertekad menjadi media utama masyarakat 

Lampung dengan penyajian informasi yang cepat, tepat, dan dapat 

dipercaya. “Terdepan” berarti selalu aktual dan mengikuti perkembangan 



49 

 

zaman, “Akurat” menekankan pentingnya kebenaran fakta, sementara 

“Terlengkap” menunjukkan keberagaman informasi dan program yang 

disajikan. 

 

Sementara itu, misi Radar Lampung TV dirumuskan untuk mendukung 

tercapainya visi tersebut. Adapun misi Radar Lampung Media Grup 

meliputi:  

1. Menjadi rujukan informasi pendidikan dan kebudayaan.  

2. Memberikan pengetahuan dan hiburan yang sehat.  

3. Menyajikan berita dan program siaran yang berkualitas, aktual, 

faktual, dan berimbang. 

4. Menjunjung tinggi customer satisfaction (kepuasan pemirsa).  

 

Struktur Organisasi Radar Lampung TV 

 

 

Gambar 6. Sruktur Organisasi Radar Lampung TV 

 

Sumber: Radar Lampung Media Grup 
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Program-Program Instansi 

Radar Lampung TV menghadirkan berbagai program berita dan dialog 

yang disusun secara terjadwal, dengan tujuan memberikan informasi 

yang akurat, aktual, serta dekat dengan kebutuhan masyarakat Lampung. 

Program-program tersebut antara lain: 

 

1. Program Berita Harian 

a. Radar Malam – tayang setiap hari pukul 21.00 WIB. 

b. Radar Sore – tayang Senin hingga Sabtu pukul 16.30 WIB. 

c. Radar Pagi – tayang Senin hingga Sabtu pukul 07.00 WIB,  

d. Radar Siang – tayang Senin hingga Sabtu pukul 12.30 WIB,  

e. Radar Sepekan – program berita berbahasa daerah Lampung yang 

merangkum berbagai isu penting selama satu minggu. 

f. Bukan Fatamorgana – program features yang menghadirkan berita 

ringan, kisah inspiratif, dan fenomena menarik di masyarakat. 

2. Program Dialog dan Talkshow 

a. Halo Lampung – talkshow interaktif yang mengangkat isu sosial, 

budaya, dan pemerintahan. 

b. ABDM (Anda Bertanya Dokter Menjawab) – program dialog 

kesehatan yang memberikan edukasi serta solusi medis kepada 

masyarakat. 

c. Gaspool – talkshow santai dengan format diskusi ringan, 

menghibur, sekaligus informatif. 

3. Media Online 

Radar Lampung TV juga aktif mengelola Radar TV News Online, 

yaitu portal berita yang memuat artikel-artikel aktual mengenai 

politik, pemerintahan, hukum, sosial, budaya, hingga hiburan.  

 

4.2.3  Radar Lampung Surat Kabar Harian 

 

SKH (Surat Kabar Harian) Radar Lampung merupakan salah satu surat 

kabar harian di Provinsi Lampung, diterbitkan oleh PT Wahana Semesta 

Lampung. Sebagai bagian dari jaringan besar Jawa Pos Group, kehadiran 
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Radar Lampung dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi 

masyarakat Lampung yang memiliki potensi untuk pemasaran surat 

kabar, Memiliki jangkauan jaringan yang sangat luas serta ditopang oleh 

teknologi informasi modern yang terintegrasi dalam sistem JPNN (Jawa 

Pos News Network), mempunyai mesin percetakan surat kabar serta 

sumber daya yang memadai. Faktor-faktor inilah yang membuat 

Lampung menjadi wilayah yang sangat strategis bagi ekspansi industri 

media, sehingga Jawa Pos memutuskan untuk membangun media harian 

di provinsi ini. 

 

Radar Lampung resmi terbit pertama kali pada 2 Februari 2000, dengan 

distribusi awal yang mencakup 2 kota dan 13 kabupaten, yaitu 

Bandarlampung, Metro, Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung 

Utara, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Pesawaran, Pringsewu, 

Tanggamus, Tulangbawang, Tulangbawang Barat, Mesuji, Waykanan, 

serta Pesisir Barat. Pada masa awal penerbitannya, koran ini hanya 

memiliki tiras sekitar 2.000 eksemplar per hari dengan harga Rp700 per 

eksemplar. Namun, perkembangan perusahaan berlangsung sangat cepat. 

Dalam beberapa tahun, oplah meningkat secara signifikan hingga 

mencapai rata-rata 25.000–30.000 eksemplar per hari dengan harga 

Rp5.000 per eksemplar, menjadikannya surat kabar dengan jangkauan 

distribusi dan oplah terbesar di Lampung. 

 

Memasuki tahun 2002, Radar Lampung Group menunjukkan kapasitas 

finansial dan manajerial yang kuat dengan membangun Graha Pena 

Lampung secara mandiri. Dua tahun kemudian, perusahaan kembali 

melakukan lompatan besar dengan menghadirkan mesin cetak 

berteknologi tinggi yang didatangkan langsung dari Amerika Serikat. 

Mesin ini merupakan perangkat tercanggih pertama di luar Pulau Jawa 

pada saat itu dan mampu mencetak hingga 35.000 eksemplar koran per 

jam. Dukungan infrastruktur modern ini tidak hanya meningkatkan 
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kapasitas produksi tetapi juga memastikan kualitas cetak yang lebih baik 

dan distribusi yang lebih cepat ke seluruh daerah. 

 

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan berita daerah yang 

lebih dekat dan spesifik, Radar Lampung Group memperluas jaringannya 

pada tahun 2006 dengan membuka sejumlah unit koran daerah, seperti 

Radar Lampung Barat, Radar Lampung Tengah, Radar Tulang Bawang, 

Radar Tanggamus, dan Radar Lampung Selatan. Perluasan ini 

memperkuat penetrasi pasar sekaligus membuat Radar Lampung menjadi 

pelopor koran lokal yang hadir hingga tingkat kabupaten dengan sistem 

cetak jarak jauh yang terintegrasi. Jaringan distribusi ini didukung oleh 

teknologi modern dan terhubung erat dengan Jawa Pos National Network 

(JPNN), membentuk sistem informasi yang dapat memperbarui berita 

dari seluruh penjuru Lampung secara real time. 

 

Capaian tersebut diperkuat dengan berbagai penghargaan bergengsi. 

Radar Lampung pernah mencatatkan rekor MURI sebagai “Koran 

Terbanyak Dibaca Pelajar” pada 2009, meraih Best Brand Award 2012 

sebagai media dengan layanan terbaik di Sumatera, serta memperoleh 

Silver Winner kategori The Best of Sumatera Newspaper pada 2014. 

Pada tahun yang sama, Radar Lampung kembali menorehkan sejarah 

dengan MURI sebagai “Koran Tertebal di Indonesia” setelah 

menerbitkan edisi hingga 140 halaman pada 3 Februari 2014. Media ini 

juga mengantongi Young Rider Award 2014 untuk kualitas rubrik anak 

muda terbaik, dan pada tahun 2022 ditetapkan oleh Dewan Pers sebagai 

“Koran Terbaik se-Sumatera” dengan prestasi Silver Winner IPMA. 

Seluruh keberhasilan ini merupakan hasil kerja profesional di bawah 

kepemimpinan Direktur Utama Ardiansyah, yang dibangun melalui 

dedikasi seluruh SDM dari berbagai divisi. 

 

Perkembangan SKH Radar Lampung tidak hanya ditandai oleh 

peningkatan oplah dan kualitas pemberitaan, tetapi juga oleh penguatan 
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organisasi internal melalui berbagai divisi yang berperan dalam 

mendukung layanan kepada pembaca dan mitra.  

1. Divisi Umum bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan 

keamanan lingkungan kerja di Graha Pena Lampung;  

2. Divisi Iklan memastikan kepuasan klien dalam mempromosikan 

usahanya;  

3. Divisi Keuangan menyediakan kemudahan transaksi; Divisi Redaksi 

mengelola penyajian berita yang akurat, aktual, dan berimbang;  

4. Divisi Pemasaran menjamin distribusi koran tiba lebih cepat ke tangan 

agen, pelanggan, dan pembaca.  

Sinergi seluruh divisi inilah yang memperkuat posisi Radar Lampung 

sebagai media utama masyarakat Lampung. 

 

Sebagai media yang lahir dari kebutuhan akan ketersebaran informasi 

hingga pelosok daerah, Radar Lampung memanfaatkan sistem cetak 

jarak jauh berbasis teknologi modern yang menghubungkan berbagai 

kota di Lampung. Jaringan ini memungkinkan distribusi koran ke daerah-

daerah baru yang terus berkembang, sekaligus membangun basis data 

dan direktori pemberitaan yang sangat luas. Dengan dukungan teknologi 

sindikasi berita Jawa Pos National Network (JPNN), Radar Lampung 

memiliki kemampuan untuk menyajikan berita real-time dari seluruh 

penjuru provinsi. Sistem jaringan media ini mencakup berbagai koran 

lokal yang berhasil memimpin pasar masing-masing wilayah, seperti 

Radar Lampung, Rakyat Lampung, Radar Lamsel, Radar Tuba, Radar 

Tanggamus, Radar Lambar, Radar Kotabumi, Radar Lamteng, Radar 

Metro, dan Trans Lampung. 

 

Radar Lampung hadir dengan format 32 halaman yang memuat berbagai 

rubrik, di antaranya Berita Utama, Metropolis, Lampung Raya (yang 

mencakup wilayah Lamteng–Metro, Tanggamus–Pesawaran, Lambar–

Waykanan, Lamtim–Lamsel, Lampura–Tuba, Tuba Barat–Mesuji, dan 

Pringsewu), serta rubrik Politika, Metro Bisnis, Pendidikan, Society, 
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Nasional, Olahraga, Entertainment, X-Presi, dan Opini. Dengan harga 

Rp4.000 per eksemplar, SKH Radar Lampung tetap menjadi salah satu 

surat kabar paling kompetitif dan diminati oleh pembaca setia media 

cetak di Provinsi Lampung. 

 

Dalam rangka memperluas jaringan bisnis, Radar Lampung Group terus 

mengembangkan unit usaha baru selama lebih dari dua dekade. Hingga 

tahun 2023, perusahaan ini telah mendirikan sepuluh media cetak 

tambahan, seperti Lampung News Paper, Trans Lampung, Senator, Radar 

Lamsel, Radar Tanggamus, Radar Tuba, Radar Lamteng, Radar Metro, 

Radar Kotabumi, dan Radar Lambar.  

 

4.2.4  Radar Lampung Riset dan Data 

 

Sebagai media terbesar di Provinsi Lampung, Radar Lampung Media 

Grup terus memperluas perannya tidak hanya sebagai penyedia 

informasi, tetapi juga sebagai lembaga yang berkontribusi dalam 

peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. 

Penguatan tersebut diwujudkan melalui pendirian unit baru bernama 

Radar Lampung Media Grup Research and Development (RLMG R&D) 

atau yang lebih dikenal dengan Radar Lampung Riset dan Data. Unit ini 

resmi dibentuk pada 11 Juni 2024 melalui rapat pimpinan bersama 

seluruh karyawan Radar Lampung Media Grup, sebagai langkah strategis 

untuk memperluas fungsi perusahaan dalam ranah riset, survei, dan 

pengukuran opini publik. 

 

RLMG R&D merupakan anak perusahaan terbaru Radar Lampung 

Media Grup yang secara khusus bergerak di bidang survei sosial, 

penelitian opini publik, dan pengolahan data strategis. Lembaga ini 

dipimpin oleh Abdul Karim, sebagai Direktur, yang juga memiliki 

pengalaman panjang dalam dunia media dan penelitian. Dalam struktur 

pengawasannya, RLMG R&D berada di bawah naungan Komisaris 

Ardiansyah, serta Direktur Utama Radar Lampung Media Grup Purna 
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Wirawan, S.E., M.M., yang berperan sebagai dewan pengarah. Selain itu, 

lembaga ini turut mendapat supervisi dan dukungan pengetahuan dari 

Direktur Eksekutif Disway Research, Romy Jaya, sehingga 

memperkokoh kapasitas metodologis dan profesionalitas lembaga dalam 

menyelenggarakan riset. 

 

Secara umum, Radar Lampung Riset dan Data memiliki mandat untuk 

melakukan survei atas isu-isu yang menjadi kepentingan publik. 

Fokusnya tidak terbatas pada survei elektoral seperti pemilihan kepala 

daerah (pilkada), tetapi mencakup penilaian kepuasan publik terhadap 

pelayanan berbagai instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN, 

maupun sektor swasta. Kehadiran lembaga ini memberikan ruang bagi 

masyarakat maupun pekerja dalam suatu instansi untuk menyampaikan 

penilaian terhadap kualitas kinerja para pemimpin dan unit kerja. Dengan 

demikian, hasil survei tidak hanya berfungsi sebagai bahan evaluasi 

internal instansi, tetapi juga memperkuat mekanisme kontrol sosial 

masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. 

 

RLMG R&D juga menjalankan peran strategis sebagai jembatan antara 

opini publik dengan pengambil kebijakan. Melalui publikasi hasil 

temuan survei secara terbuka di platform media massa milik Radar 

Lampung Media Grup baik koran, media online, maupun televisi, 

masyarakat dapat mengetahui tingkat kepuasan publik terhadap berbagai 

layanan. Keterbukaan ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, 

mendorong perbaikan kinerja instansi, serta memperluas partisipasi 

masyarakat dalam proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan. 

 

Sejak berdiri, Radar Lampung Riset dan Data telah menghasilkan 

sejumlah karya riset yang berdampak luas. Beberapa di antaranya 

meliputi survei kepuasan masyarakat atas kinerja Polda Lampung, survei 

persepsi publik terhadap Kejaksaan Tinggi Lampung, survei kepuasan 

publik terhadap kepala daerah di tingkat provinsi maupun 
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kabupaten/kota se-Lampung, serta survei popularitas dan elektabilitas 

kandidat bakal calon Gubernur Lampung. Kehadiran berbagai riset ini 

menunjukkan keseriusan lembaga dalam menyediakan data yang 

kredibel, akurat, dan bermanfaat bagi publik serta bagi instansi yang 

dievaluasi. 

 

Melalui kombinasi antara profesionalitas media dan kapabilitas riset, 

Radar Lampung Riset dan Data kini menjadi salah satu institusi strategis 

dalam mendukung akuntabilitas publik di Lampung. Lembaga ini tidak 

hanya memperkuat posisi Radar Lampung sebagai media besar, tetapi 

juga memperluas perannya sebagai institusi yang turut berkontribusi 

pada pembangunan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif dan 

berbasis data. 
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VI. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

6.1  Simpulan 

 

Radar Lampung Media Grup dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap 

akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan tingkat 

independensi yang belum optimal jika ditinjau berdasarkan prinsip 

independensi media menurut McQuail. Seluruh divisi RadarLampung.co.id, 

Radar Lampung Surat Kabar Harian, Radar Lampung TV, serta Radar 

Lampung Riset dan Data menyatakan upaya sistematis untuk menjalankan 

independensi pemberitaan, baik melalui pemisahan antara opini dan fakta, 

mekanisme verifikasi berlapis, maupun penerapan standar editorial dalam 

setiap proses produksi berita hingga survei. Namun tingkat independensi media 

oleh Radar Lampung Media Grup, belum optimal karena pemberitaan masih 

didominasi informatif dan sebagian mengandung sensasionalisme. 

 

Temuan penelitian untuk setiap indikator McQuail dapat dirangkum sebagai 

berikut, dengan memaparkan bagaimana masing-masing indikator diterapkan 

oleh Radar Lampung Media Grup dalam pemberitaan terkait kinerja 

Pemerintah Provinsi Lampung selama periode penelitian: 

1. Keberadaan Opini, ditunjukkan melalui pemisahan tegas antara opini 

dengan struktur rubrikasi, verifikasi berlapis, serta penerapan prinsip 

keberimbangan narasumber dan informasi dalam setiap pemberitaan. 

2. Ketiadaan Personalisasi, upaya Radar Lampung menghindari pencitraan 

tokoh melalui penentuan isu berbasis kepentingan publik, pemisahan konten 

jurnalistik promotif, dan seleksi narasumber berdasarkan otoritas, serta 

objektivitas pemberitaan. Namun, pada aspek penilaian objektif terhadap 

program dan kebijakan pemerintah, ditemukan kekurangan berupa dominasi 

berita informatif dibanding berita kritis di seluruh divisi. Ketimpangan ini 

menunjukkan bahwa objektivitas dalam penilaian program belum 
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sepenuhnya kuat, karena ruang kritik terbatas dan tidak mendalami isu serta 

pola pemberitaan berpotensi lebih menonjolkan keberjalanan program 

pemerintah dibanding memberikan evaluasi kritis yang diperlukan dalam 

mendorong pelaksanaan akuntabilitas pemerintah provinsi. 

3. Ketiadaan Sensasionalisme, upaya Radar Lampung dan menghinari 

sensasionalisme dilakukan melalui penyajian faktual-edukatif, bahasa lugas, 

judul sesuai isi tanpa clickbait, data berbasis angka, dan prinsip jurnalisme 

damai. Namun pada analisis teks berita, dari 234 berita akuntabilitas 

Pemerintah provinsi, terdapat 21 publikasi berita yang masih mengandung 

dramatisasi atau elemen emosional, menunjukkan perlunya konsistensi 

editorial untuk optimalisasi penuh dalam menjalankan ketiadaan 

sensasionalisme. 

4. Ketiadaan Stereotip, diupayakan melalui pengawasan redaksional berlapis, 

keseimbangan narasumber, penggunaan bahasa yang netral, dan 

menghindari clickbait. Analisis berita menunjukan pemberitaan Radar 

Lampung tentang Pemerintah Provinsi Lampung tidak menunjukkan praktik 

stereotip seperti pelabelan atau citra negatif terhadap individu/kelompok.  

5. Ketiadaan Juxtaposition dan Linkage, Radar Lampung mencegah 

manipulasi makna melalui komitmen "porsi sama" dan penerapan cover 

both sides antar pihak dalam judul dan isi, proses editing narasi netral, serta 

data riset publik independen. Analisis konten tidak menemukan 

penyandingan fakta berbeda untuk menciptakan kontras dramatis atau narasi 

sepihak, menunjukkan independensi tinggi dalam penyusunan berita. 

6. Akurasi, Radar Lampung menerapkan akurasi dan keberimbangan via 

verifikasi berlapis, sumber beragam, serta crosscheck data otoritatif. Hal ini 

terlihat dari tidak ada kesalahan substantif, hanya minor yang diralat cepat, 

tanpa dampak sosial signifikan, menegaskan fondasi independensi 

pengawasan. 

 

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa Radar Lampung 

Media Grup belum mampu memenuhi semua indikator independensi media, 

indikator ketiadaan personalisasi dan ketiadaan sensasionalisme belum 
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terpenuhi secara optimal. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan yang lebih 

banyak berfokus pada capaian dan aktivitas pemerintah dibandingkan berita 

kritis. Jumlah berita informatif jauh lebih dominan dibandingkan berita yang 

mengangkat kritik atau sisi problematis dari kebijakan pemerintah. Serta 

terdapat berita yang masih bersifat sensasional, terlihat pada judul maupun isi 

berita.  

 

 

 

6.2  Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat independensi Radar Lampung Media 

Grup belum optimal jika ditinjau dari indikator independensi media menurut 

McQuail yang belum sepenuhnya terpenuhi. Penelitian menemukan bahwa 

indikator ketiadaan personalisasi masih perlu diperkuat, karena dominasi 

pemberitaan yang bersifat informatif dibandingkan kritis menyebabkan 

pemberitaan cenderung berfokus pada aktivitas dan agenda pemerintah, 

sehingga ruang untuk kontrol publik dan pendalaman isu belum sepenuhnya 

optimal. Selain itu, pada indikator ketiadaan sensasionalisme juga masih 

ditemukan keterbatasan dalam sebagian pemberitaan, yang menunjukkan 

bahwa pengemasan informasi belum sepenuhnya terhindar dari kecenderungan 

dramatisasi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa, meskipun berbagai 

mekanisme independensi telah diterapkan, fungsi pengawasan media terhadap 

akuntabilitas pemerintah daerah belum sepenuhnya diwujudkan secara 

maksimal. Oleh karena itu, Radar Lampung perlu meningkatkan kepekaan 

terhadap persoalan publik dan memperluas porsi pemberitaan kritis dan 

mengurangi penggunaan kalimat sensasi pada berita, agar fungsi pengawasan 

berjalan lebih seimbang. Penguatan ini dapat dilakukan melalui pemeliharaan 

kode etik, penyempurnaan standar editorial, serta peningkatan kapasitas 

jurnalis dalam verifikasi data, teknik investigasi, dan pemanfaatan teknologi 

digital untuk mendukung objektivitas pemberitaan. 

 

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar cakupan kajian diperluas dengan 

melibatkan media lokal lain di Provinsi Lampung sehingga diperoleh 
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perbandingan yang lebih komprehensif mengenai praktik independensi media 

dalam fungsi pengawasan. Pendekatan metodologis tambahan, seperti analisis 

isi mendalam atau observasi langsung proses kerja redaksi, juga dapat 

digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai dinamika internal media. 

Selain itu, penelitian pada periode pemerintahan berikutnya penting dilakukan 

untuk melihat konsistensi independensi media dalam menghadapi perubahan 

politik daerah, sehingga gambaran peran media dalam memperkuat 

akuntabilitas pemerintah dapat dilihat secara lebih menyeluruh dan 

berkelanjutan.  
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